




DAFTAR ISI 

1. Monitoring dan Evaluasi ZI Januari-Juni 2024

2. Rencana Kerja PUSTIK WBBM 2024

3. Laporan pengembangan Website

4. Laporan Pengembangan SIMPP (jadwal-layout bangku sidang, konfirmasi kehadiran 

para pihak dll)



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN JANUARI 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan 

mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan 

Zona Integritas. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-

masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Monitoring dan 

evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas periode bulan Januari merupakan 

langkah awal sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah 

melakukan penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik 

(https://pustik.mkri.id), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan 

beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai 

dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  
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II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JANUARI 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah disusun dan diajukan 

kepada Sekjen melalui Nota Dinas 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dalam bentuk draft, menunggu kompilasi dari 

semua area perubahan 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Laporan monitoring dan evaluasi sedang 

disusun 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Pemetaan pegawai untuk menentukan agent 

of change telah dilakukan 

 Agent of Change akan diusulkan ke Sekjen 

untuk mendapat persetujuan dan 

penetapannya. 

2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diinventarisasi, disusun, 

dan direview.  

 Pengumpulan dokumen dan bukti dukung 

yang menunjukan bahwa pustik telah 
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melakukan inovasi selaras dengan SOP dan 

peta proses bisnis mulai dikumpulkan. 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

   SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- pembuatran input data para pemohon 

sevara online 

- pembuatan kartu kehadiran sidang para 

pemohon secara online 

- pembuatan link untuk pengiriman kehadiran 

sidang para pemohon secara online melalui 

WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

- pembuatan nomor bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

d Website mkri.id    Pengembangan website mkri.id: 

- inventalisir kebutuhan tampilan laman baru 

mkri  

- pembuatan mock up tampilan laman mkri 
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3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO 

terkait analisis beban kerja dan peta jabatan 

untuk penugasan pegawai 

 Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi 

perubahan jabatan struktural menjadi jabatan 

fungsional. 

b Pola Mutasi Internal    Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan 

dipersiapkan  

 Dokumen yang akan dilengkapi: 

1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di 

PUSTIK 

2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 

3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku 

Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi 

pegawai di PUSTIK 

4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di 

PUSTIK 

c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Dokumen presentase kesenjangan kompetensi 

pegawai telah dikumpulkan 

 Akan dilengkapi dengan : 

1. Dokumen Penilaian Mandiri Analisis  

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai 

2. Dokumen hasil Penilaian Mandiri 

3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri 
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d Penetapan Kinerja Individu    Cascading kinerja pegawai Pusat TIK telah 

disusun 

 

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai 

Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ 

 Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang 

telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai. 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Akan ditambahkan: 

- Contoh SKP Bulanan, misalnya SKP Pak 

Sigit, Pak Mundiri, Pak Rosyid dan Bu 

Ulfa. 

- Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Koordinasi terkait perencanaan telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Akan dikumpulkan: 

- Laporan tindak lanjut kinerja bisa 

dimasukkan bila ada. 

- Laporan kinerja anggaran bisa 

dimasukkan juga. 
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5 Penguatan 

Pengawasan 

a Pengendalian Gratifikasi    Mekanisme pengendalian gratifikasi telah 

dilaksanakan bekerjasama dengan 

Inspektorat 

 Akan dikumpulkan: 

- Bukti Public Campaign inspektorat melalui 

signage sebagai evidence. 

- Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan KPK. 

- Laporan inspektorat terkait pengendalian 

gratifikasi. 

b Penerapan SPIP    Mekanisme pengendalian gratifikasi telah 

dilaksanakan bekerjasama dengan 

Inspektorat 

 Akan dikumpulkan: 

- Melampirkan SOP, Soft Control, Kode 

Etik, Pakta Integritas,  

- Pembuatan manajemen risiko PUSTIK 

dan rencana tindak pengendalian  

c Pengaduan Masyarakat   - SK PIC Lapor per unit kerja, jalur 

pengaduan, SP4N Lapor, SOP 

Penanganan Pengadaan, SK Tim 

penanganan pengadaan 

- Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah 

ditindaklanjuti, contoh Survei Eksternal  
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Hubungi MK di web, Survei Internal  

Troubleshoot 

d Whistle-Blowing System    Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 

2024 dalam proses permintaan ke inspektorat 

6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disusun  

b Budaya Pelayanan Prima    Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 
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penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 

 

www.mkri.id


VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Januari ini, masih perlu dilengkapi 

dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan 

Zona Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Januari 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 31 Januari 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN FEBRUARI 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi tahun yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan 

mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap berdasarkan masing-masing komponen 

pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. Laporan monitoring dan evaluasi Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Februari merupakan langkah awal 

sebagai persiapan untuk diajukan kepada Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan 

penginputan penilaian mandiri pada aplikasi Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id), Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen pendukung untuk meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan 

Zona Integritas.  
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II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE FEBRUARI 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim 

Pembangunan ZI telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi sedang 

dalam tahap pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 
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2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari.  

 Pengumpulan dokumen dan bukti dukung 

yang menunjukan bahwa pustik telah 

melakukan inovasi selaras dengan SOP dan 

peta proses bisnis mulai dikumpulkan. 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

 

 

  SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- pembuatran input data para pemohon 

secara online 

- pembuatan kartu kehadiran sidang para 

pemohon secara online 

- pembuatan link untuk pengiriman kehadiran 

sidang para pemohon secara online melalui 

WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

- pembuatan nomor bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

d Website mkri.id    Pengembangan website mkri.id: 

2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari.  

 Pengumpulan dokumen dan bukti dukung 

yang menunjukan bahwa pustik telah 

melakukan inovasi selaras dengan SOP dan 

peta proses bisnis mulai dikumpulkan. 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

 

 

  SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- pembuatran input data para pemohon 

secara online 

- pembuatan kartu kehadiran sidang para 

pemohon secara online 

- pembuatan link untuk pengiriman kehadiran 

sidang para pemohon secara online melalui 

WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   SIMPP baru akan ditambahkan : 

- pembuatran layout bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

- pembuatan nomor bangku sidang para 

pemohon baik secara offline/online 

d Website mkri.id    Pengembangan website mkri.id: 

www.mkri.id


- inventalisir kebutuhan tampilan laman baru 

mkri  

- pembuatan mock up tampilan laman mkri 

- pembuatan coding mock up tampilan laman 

mkri (sedang proses) 

3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO 

terkait analisis beban kerja dan peta jabatan 

untuk penugasan pegawai 

 Akan dilengkapi dengan dokumen sosialisasi 

perubahan jabatan struktural menjadi jabatan 

fungsional. 

b Pola Mutasi Internal    Data mutasi pegawai sedang dikumpulkan dan 

dipersiapkan  

 Dokumen yang akan dilengkapi: 

1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di 

PUSTIK 

2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 

3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku 

Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi 

pegawai di PUSTIK 

4. Analisis Gap Kompetensi pegawai di 

PUSTIK 

c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Dokumen presentase kesenjangan kompetensi 

pegawai telah dikumpulkan 

- inventalisir kebutuhan tampilan laman baru 

mkri  

- pembuatan mock up tampilan laman mkri 

- pembuatan coding mock up tampilan laman 
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 Akan dilengkapi dengan : 

1. Dokumen Penilaian Mandiri Analisis  

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai 

2. Dokumen hasil Penilaian Mandiri 

1. 3. Dokumen analisis hasil Penilaian 

Mandiri 

d Penetapan Kinerja Individu    Telah dilakukan penilaian kinerja individu 

secara rutin  

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai 

Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ 

 Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang 

telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai. 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring terhadap akuntabilitas kinerja telah 

dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah 

 Akan dilengkapi dengan : 
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   Monitoring terhadap akuntabilitas kinerja telah 

dilakukan oleh Kepala Pusat TIK dan telah 
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dilakukan koordinasi dengan Bagian 

Perencanaan. 

 Akan dikumpulkan: 

- Laporan tindak lanjut kinerja bisa 

dimasukkan bila ada. 

- Laporan kinerja anggaran bisa 

dimasukkan juga. 

- Capture serapan anggaran yang ada di 

website utama MK (MKRI.ID) 
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- Review kembali manajemen resiko yang 

sudah ada dan disesuaikan dengan 

kondisi saat ini. 
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e Penanganan Benturan 

Kepentingan 
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6 Penguatan Kualitas 
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TIK tahun sebelumnya 

 

- Review kembali manajemen resiko yang 

sudah ada dan disesuaikan dengan 

kondisi saat ini. 

c Pengaduan Masyarakat    Telah dilakukan pemantauan terkait 

pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan 

koordinasi dengan inspektorat terkait 

pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. 

 Akan dikumpulkan: 

- Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah 

ditindaklanjuti 

d Whistle-Blowing System    Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi 

WBS telah dilaksanakan  

 Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Evidence terkait benturan kepentingan Tahun 

2024 dalam proses permintaan ke inspektorat 

6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disusun  

b Budaya Pelayanan Prima    Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

   Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 

 

www.mkri.id


VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Februari ini, masih perlu dilengkapi 

dengan dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan 

Zona Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Februari 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 29 Februari 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN MARET 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada bulan Maret 2024, Mahkamah Konstitusi mengalihkan fokusnya sementara pada 

penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden. Namun demikian, proses 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tetap dilanjutkan. Proses Pembangunan 

yang berlangsung di unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu 

kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap 

berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 

Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan 

monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Maret 

disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id) sebelum diajukan 

kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk 

meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN MARET 2024 
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II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MARET 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI 

telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi sedang 

dalam tahap pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 
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2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

 

 

  Monitoring penggunaan : 

- pengisian layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- input data para pemohon secara online 

- kartu kehadiran sidang para pemohon 

secara online 

- link untuk pengiriman kehadiran sidang 

para pemohon secara online melalui WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   Monitoring penggunaan : 

- layout bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

- nomor bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

d Website mkri.id    Pengembangan website mkri.id: 

- pembuatan coding mock up tampilan laman 

mkri (sedang proses) 

3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO 

terkait analisis beban kerja dan peta jabatan 

untuk penugasan pegawai 
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b Pola Mutasi Internal    Montoring dan evaluasi pegawai yang di 

mutasi ke Pusat TIK 

c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Monitoring dan evalisuasi hasil Penilaian 

pegawai 

d Penetapan Kinerja Individu    Telah dilakukan penilaian kinerja individu 

secara rutin  

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan 

disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh 

Biro SDMO 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 
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Perilaku Pegawai 

   Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan 

disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh 

Biro SDMO 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK 

dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian 

Perencanaan 
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5 Penguatan 

Pengawasan 

a Pengendalian Gratifikasi    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan 

bekerjasama dengan Inspektorat 

b Penerapan SPIP    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian resiko Pusat TIK telah 

dilaksanakan 

c Pengaduan Masyarakat    Telah dilakukan pemantauan terkait 

pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan 

koordinasi dengan inspektorat terkait 

pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. 

d Whistle-Blowing System    Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi 

WBS telah dilaksanakan  

 Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Monitoring dan evaluasi proses penanganan 

benturan kepentingan juga telah dilaksanakan 

bekerja sama dengan Inspektorat 

6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disusun  

b Budaya Pelayanan Prima    Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

   Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 
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VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Maret ini, masih perlu dilengkapi dengan 

dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona 

Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl)  Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Maret 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 29 Maret 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN APRIL 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenanga pada 

penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Di sisi lain, 

proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang telah dicanangkan sebelumnya tidak berhenti berlangsung. Proses 

Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi.  

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap 

berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 

Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan 

monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan April 

disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id) sebelum diajukan 

kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk 

meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN APRIL 2024 
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II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE APRIL 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI 

telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi sedang 

dalam tahap pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 

V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE APRIL 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI 

telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi sedang 

dalam tahap pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 

www.mkri.id


2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

 

 

  Monitoring penggunaan : 

- pengisian layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- input data para pemohon secara online 

- kartu kehadiran sidang para pemohon 

secara online 

- link untuk pengiriman kehadiran sidang 

para pemohon secara online melalui WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   Monitoring penggunaan : 

- layout bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

- nomor bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

d Website mkri.id    Pengembangan website mkri.id: 

- pembuatan coding mock up tampilan laman 

mkri 

3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO 

terkait analisis beban kerja dan peta jabatan 

untuk penugasan pegawai 
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b Pola Mutasi Internal    Montoring dan evaluasi pegawai yang di 

mutasi ke Pusat TIK 

c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Monitoring dan evalisuasi hasil Penilaian 

pegawai 

d Penetapan Kinerja Individu    Telah dilakukan penilaian kinerja individu 

secara rutin  

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan 

disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh 

Biro SDMO 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK 

dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian 
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 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK 

dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian 

Perencanaan 
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5 Penguatan 

Pengawasan 

a Pengendalian Gratifikasi    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan 

bekerjasama dengan Inspektorat 

b Penerapan SPIP    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian resiko Pusat TIK telah 

dilaksanakan 

c Pengaduan Masyarakat    Telah dilakukan pemantauan terkait 

pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan 

koordinasi dengan inspektorat terkait 

pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. 

d Whistle-Blowing System    Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi 

WBS telah dilaksanakan  

 Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Monitoring dan evaluasi proses penanganan 

benturan kepentingan juga telah dilaksanakan 

bekerja sama dengan Inspektorat 

6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disusun  

b Budaya Pelayanan Prima    Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

   Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 
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VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan April ini, masih perlu dilengkapi dengan 

dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona 

Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan April 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 30 April 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN MEI 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenanga pada 

penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan 

Mei 2024. Begitu pula dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menjadi komitmen Bersama seluruh 

pegawai di Pusat TIK. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di 

bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap 

berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 

Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan 

monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Mei 2024 

disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id) sebelum diajukan 

kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk 

meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN MEI 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Mahkamah Konstitusi masih tetap mengerahkan seluruh perhatian dan tenanga pada 

penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di bulan 

Mei 2024. Begitu pula dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah menjadi komitmen Bersama seluruh 

pegawai di Pusat TIK. Proses Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja eselon II di 

bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap 

berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 

Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan 

monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Mei 2024 

disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id) sebelum diajukan 

kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk 

meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  

www.mkri.id
www.mkri.id


II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE MEI 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI 

telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi per bulan 

dan per triwulan sedang dalam tahap 

pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 
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2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

 

 

  Monitoring penggunaan : 

- pengisian layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- input data para pemohon secara online 

- kartu kehadiran sidang para pemohon 

secara online 

- link untuk pengiriman kehadiran sidang 

para pemohon secara online melalui WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   Monitoring penggunaan : 

- layout bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

- nomor bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

d Website mkri.id    Monitoring dan evaluasi laman mkri baru 

3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Telah dilakukan koordinasi dengan biro SDMO 

terkait analisis beban kerja dan peta jabatan 

untuk penugasan pegawai 

b Pola Mutasi Internal    Montoring dan evaluasi pegawai yang di 

mutasi ke Pusat TIK 
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c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Monitoring dan evalisuasi hasil Penilaian 

pegawai 

d Penetapan Kinerja Individu    Telah dilakukan penilaian kinerja individu 

secara rutin  

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Monitoring dan evaluasi hasil penegakkan 

disiplin pegawai Pusat TIK telah disusun oleh 

Biro SDMO 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK 

dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian 

Perencanaan 

5 Penguatan 

Pengawasan 

a Pengendalian Gratifikasi    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan 

bekerjasama dengan Inspektorat 
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bekerjasama dengan Inspektorat 
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b Penerapan SPIP    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian resiko Pusat TIK telah 

dilaksanakan 

c Pengaduan Masyarakat    Telah dilakukan pemantauan terkait 

pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan 

koordinasi dengan inspektorat terkait 

pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. 

d Whistle-Blowing System    Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi 

WBS telah dilaksanakan  

 Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Monitoring dan evaluasi proses penanganan 

benturan kepentingan juga telah dilaksanakan 

bekerja sama dengan Inspektorat 

6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disusun  

b Budaya Pelayanan Prima    Telah dilakukan bimbingan teknis penanganan 

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

   Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 
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VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Mei ini, masih perlu dilengkapi dengan 

dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona 

Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Mei 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 31 Mei 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

PERIODE BULAN JUNI 2024 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pola kerja di Mahkamah Konstitusi telah berangsung kembali normal setelah 

berakhirnya masa penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 

Legislatif di bulan Juni 2024. Namun begitu, proses pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi masiih butuh perjalanan panjang 

untuk bisa terselesaikan. Proses yang telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai di 

Pusat TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ini telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Seperti bulan sebelumnya, Pusat TIK juga melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan Zona Integritas tersebut yang dilakukan secara bertahap 

berdasarkan masing-masing komponen pengungkit sesuai dengan tim yang telah dibentuk. 

Kegiatan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Laporan 

monitoring dan evaluasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi periode bulan Juni 2024 

disiapkan untuk diunggah pada Microsite Pustik (https://pustik.mkri.id) sebelum diajukan 

kepada Tim Penilai Internal (TPI), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menyiapkan beberapa hal dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung untuk 

meningkatkan nilai dari hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas.  
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II. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 90.1 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68.1 Tahun 2024 tentang 

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Tahun 2024. 

 

III. TUJUAN 

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 

2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM sesual target dalam rencana kerja; 

3. Memastikan hambatan atau kendala atas pelaksanaan pembangunan Zl menuju 

WBK/WBBM telah diselesaikan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
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IV. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

A. Monitoring 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Zona 

Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

B. Evaluasi 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 6 Komponen Pengungkit: 

1. Area Manajemen Perubahan; 

2. Area Penataan Tata Laksana; 

3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM; 

4. Area Penguatan Akuntabilitas: 

5. Area Penguatan Pengawasan; 

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 
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V. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PERIODE JUNI 2024 

 

NO KOMPONEN INDIKATOR 

PROSES 

CATATAN SUDAH 

SELESAI 

BELUM 

SELESAI 

1 Manajemen Perubahan a Penyusunan Tim Kerja    Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI 

Pustik Tahun 2024 telah mendapat 

persetujuan dari Sekjen 

 SK Tim telah ditandatangani Sekjen 

b Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas 

   Dokumen rencana kerja Tim Pembangunan ZI 

telah disusun 

 Target Prioritas, Rencana kerja dan target 

capaian kinerja masing-masing area telah 

dibahas dan disetujui 

c Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

   Kegiatan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan  

 Laporan monitoring dan evaluasi per bulan 

dan per triwulan sedang dalam tahap 

pembuatan 

d Perubahan Pola Pikir Dan 

Budaya Kerja 

   Mendokumentasikan kegiatan agent of change 

telah dilakukan sebagai bukti hasil kinerja dan 

manajemen talenta 
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2 Penataan Tata 

Laksana 

a Standar Operasional Prosedur 

(SOP) 

 

 

  SOP Pusat TIK telah diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-

hari 

b konfirmasi kehadiran sidang 

para pihak secara online pada 

SIMPP baru 

   Monitoring penggunaan : 

- pengisian layout bangku konfirmasi 

kehadiran sidang para pemohon secara 

online 

- input data para pemohon secara online 

- kartu kehadiran sidang para pemohon 

secara online 

- link untuk pengiriman kehadiran sidang 

para pemohon secara online melalui WA 

c Layout  sidang otomatis 

generate berdasarkan ploting 

bangku ruang sidang pada 

SIMPP baru 

   Monitoring penggunaan : 

- layout bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

- nomor bangku sidang para pemohon baik 

secara offline/online 

d Website mkri.id    Monitoring dan evaluasi laman mkri baru 

3 Penataan Sistem 

Manajemen SDM 

a Perencanaan Kebutuhan 

Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi 

   Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 

pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan 

telah dilakukan 

b Pola Mutasi Internal    Montoring dan evaluasi pegawai yang di 

mutasi ke Pusat TIK 
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c Pengembangan Pegawai 

Berbasis Kompetensi 

   Monitoring dan evalisuasi hasil Penilaian 

pegawai 

d Penetapan Kinerja Individu    Telah dilakukan penilaian kinerja individu 

secara rutin  

e Penegakan Aturan 

Disiplin/Kode Etik/Kode 

Perilaku Pegawai 

   Laporan hasil penegakkan disiplin pegawai 

Pusat TIK telah disusun oleh Biro SDMO./ 

 Akan dilengkapi dokumen terkait inovasi yang 

telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai. 

f Sistem Informasi Kepegawaian    Update data informasi kepegawaian Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti telah dilakukan 

4 Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja 

a Keterlibatan Pimpinan    Koordinasi dengan unit kerja lain telah 

dilaksanakan dipimpin oleh Kepala Pusat TIK 

 Kepala Pusat TIK telah melakukan 

pemantauan/monitoring terhadap SKP 

Bulanan dan kinerja pegawai Pusat TIK 

 Dokumentasi rapat-rapat pimpinan 

b Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja 

   Monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas 

kinerja telah dilakukan oleh Kepala Pusat TIK 

dan telah dilakukan koordinasi dengan Bagian 

Perencanaan 

5 Penguatan 

Pengawasan 

a Pengendalian Gratifikasi    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan 

bekerjasama dengan Inspektorat 
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b Penerapan SPIP    Monitoring dan evaluasi Mekanisme 

pengendalian resiko Pusat TIK telah 

dilaksanakan 

c Pengaduan Masyarakat    Telah dilakukan pemantauan terkait 

pengaduan Masyarakat dan telah dilakukan 

koordinasi dengan inspektorat terkait 

pengelolaan tindak lanjut laporan yang masuk. 

d Whistle-Blowing System    Monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi 

WBS telah dilaksanakan  

 Evidence terkait WBS Tahun 2024 dalam 

proses permintaan ke inspektorat 

e Penanganan Benturan 

Kepentingan 

   Pembahasan penyusunan Peraturan 

Sekretaris Jenderal telah dilakukan dengan 

Inspektorat dan Peraturan Sekjen tersebut 

telah ditandatangani 

 Sosialisasi Peraturan terkait benturan 

kepentingan telah dilaksanakan dan proses 

penanganan benturan kepentingan telah 

dimulai. 

 Monitoring dan evaluasi proses penanganan 

benturan kepentingan juga telah dilaksanakan 

bekerja sama dengan Inspektorat 
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benturan kepentingan juga telah dilaksanakan 

bekerja sama dengan Inspektorat 
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6 Penguatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

a Standar Pelayanan    Standar Pelayanan telah disosialisasikan dan 

telah dibuatkan maklumatnya pada laman 

resmi MKRI dan di microsite 

b Budaya Pelayanan Prima    Mekanisme sistem reward and 

punishment bagi pelaksana layanan telah 

disusun termasuk pemberian kompensasi 

bagi penerima layanan atas pelayanan 

yang di bawah standar 

 Telah dilakukan sosialisasi dan publikasi 

pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media 

c Penilaian Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

   Telah dilakukan survey dan e-Voting untuk 

penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pusat 

TIK tahun sebelumnya 
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VI. PENUTUP 

Hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Juni ini, masih perlu dilengkapi dengan 

dokumen bukti dan data-data pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan Zona 

Integritas.  

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk bulan Juni 2024, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas 

 

Jakarta, 28 Juni 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi  

dan Komunikasi,  

Sigit Purnomo 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara 

konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di Mahkamah 

Konstitusi adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai 

role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. 

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2024, Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi diusulkan sebagai unit kerja WBK/WBBM. Untuk mewujudkan 

WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, diperlukan Rencana Kerja 

Pembangunan Zona Integritas. 

Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan 

pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Lembar 

Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan. 

Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk 

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

 

Jakarta, 5 Februari 2024 

Kepala Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Sigit Purnomo 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan 

profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan 

reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada 

birokrasi pemenrintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja 

tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, 

dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi di 

Indonesia. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Mahkamah 

Konstitusi perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai 

WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan 

penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja dia lingkungan 

Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan Zona 

Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi , yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu 

Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu unit kerja di bawah 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi diusilkan menjadi unit kerja 

percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas. Sesuai dengan pedoman 

pembangunan Zona Integritas, maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu 

menetapkan rencana kerja yang telah disusun sebagai salah satu langkah utama membangun 

unit kerja menuju Wilaya Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM). 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman 

pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

C. PENGERTIAN UMUM 

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah predikat yang 

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada 
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unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang 

diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan 

Publik. 

4. Unit Kerja adalah serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi 

pelayanan. 

5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang 

mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat 

menuju WBK/WBBM. 

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi 

terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju 

WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Penayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 
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BAB II 

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pembangunan Zona 

Integritas mempunyai 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan 

komponen hasil. 

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian 

sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 2 komponen 

pengungkit yaitu Pemenuhan dan Reform yang masing-masing dibagi menjadi 6, yaitu 

Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Komponen hasil terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu, Terwujudnya Birokrasi yang Bersih 

dan Akuntabel, dan Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima. 

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil 

diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga 

dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya 

yang berdampak pada pencapaian sasaran. 

 

A. KOMPONEN PENGUNGKIT 

I. PEMENUHAN 

1. Manajemen Perubahan 

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan 

konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) 

individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan 

dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan 

memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Penyusunan Tim Kerja 

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan 

melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen 

pengungkit) Zona Integritas, dengan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan yaitu: 

a. Rapat pembentukan Tim Kerja; 

b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim Pembangunan Zona Integritas; 

c. Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas. 

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah program 

kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan 

yang berisi target(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin 

dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Membuat dokumen rencana aksi/rencana kerja pembangunan Zona 
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dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan 

memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Penyusunan Tim Kerja 

Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan 

melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen 

pengungkit) Zona Integritas, dengan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan yaitu: 

a. Rapat pembentukan Tim Kerja; 

b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim Pembangunan Zona Integritas; 

c. Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas. 

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 

Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah program 

kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan 

yang berisi target(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin 

dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Membuat dokumen rencana aksi/rencana kerja pembangunan Zona 
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Integritas, dan dengan menentukan target prioritas; 

b. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang melalui kegiatan: 

1) Sosialisasi pada pegawai Pusat TIK 

2) Sosialisasi pada mitra kerja Pusat TIK 

3) Pernyataan Komitmen Integritas. 

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 

Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-

tiap komponen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang 

telah di rencanakan sebelumnya. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi 

meliputi: 

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas; 

b. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona 

Integritas; 

c. Menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. 

iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik dengan 

menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui upaya: 

a. Penetapan Role Model; 

b. Menerapkan nilai-nilai budaya kerja atau nilai-nilai organisasi; 

c. Menandatangani Pakta Integritas; 

d. Menetapkan Agen Perubahan; 

e. Melibatkan anggota organisasi dalam pembangunan ZI. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

manajemen perubahan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program 

Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam membangun Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; 

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; dan 

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. 

 

2. Penataan Tata Laksana 

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju 

WBK/WBBM. Program Penataan Tata Laksana memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 

Pengukuran SOP ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses 

Mahkamah Konstitusi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti: 

a. Melakukan review SOP Pusat TIK terhadap Peta Proses Bisnis MK; 

b. Menerapkan SOP dalam pekerjaan sehari-hari; 

 

Integritas, dan dengan menentukan target prioritas; 

b. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang melalui kegiatan: 

1) Sosialisasi pada pegawai Pusat TIK 

2) Sosialisasi pada mitra kerja Pusat TIK 

3) Pernyataan Komitmen Integritas. 

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 

Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-

tiap komponen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang 

telah di rencanakan sebelumnya. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi 

meliputi: 

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas; 

b. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona 

Integritas; 

c. Menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. 

iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik dengan 

menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui upaya: 

a. Penetapan Role Model; 

b. Menerapkan nilai-nilai budaya kerja atau nilai-nilai organisasi; 

c. Menandatangani Pakta Integritas; 

d. Menetapkan Agen Perubahan; 

e. Melibatkan anggota organisasi dalam pembangunan ZI. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

manajemen perubahan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program 

Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam membangun Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM; 

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; dan 

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. 

 

2. Penataan Tata Laksana 

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju 

WBK/WBBM. Program Penataan Tata Laksana memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 

Pengukuran SOP ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses 

Mahkamah Konstitusi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti: 

a. Melakukan review SOP Pusat TIK terhadap Peta Proses Bisnis MK; 

b. Menerapkan SOP dalam pekerjaan sehari-hari; 
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c. Melaksanakan evaluasi SOP. 

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM), dan pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan oleh 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti: 

a. Menerapkan penilaian kinerja pegawai Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi menggunakan teknologi sistem informasi; 

b. Menerapkan penggunaan teknologi dalam akses operasional manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam 

pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan 

publik di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

iii. Keterbukaan Informasi Publik 

Rencana aksi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik meliputi: 

a. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik; 

b. Monitoring dan Evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik unit 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran 

sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penataan Tata 

Laksana. Adapun target yang ingin dicapai melalui program Penataan Tata Laksana 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas 

SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 

lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program Penataan 

Sistem Manajemen SDM memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait hasil analisis beban kerja dan peta jabatan; 

b. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) data penempatan pegawai disesuaikan kebutuhan 

tiap jabatan; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi. 

ii. Pola Mutasi Internal 

a. Menghimpun data mutasi di lingkungan Pusat TIK; 

b. Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai; 

 

c. Melaksanakan evaluasi SOP. 

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja, manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM), dan pelayanan publik yang selama ini telah dilakukan oleh 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti: 

a. Menerapkan penilaian kinerja pegawai Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi menggunakan teknologi sistem informasi; 

b. Menerapkan penggunaan teknologi dalam akses operasional manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam 

pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan 

publik di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

iii. Keterbukaan Informasi Publik 

Rencana aksi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik meliputi: 

a. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik; 

b. Monitoring dan Evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik unit 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran 

sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penataan Tata 

Laksana. Adapun target yang ingin dicapai melalui program Penataan Tata Laksana 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas 

SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 

lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program Penataan 

Sistem Manajemen SDM memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait hasil analisis beban kerja dan peta jabatan; 

b. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) data penempatan pegawai disesuaikan kebutuhan 

tiap jabatan; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai 

rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi. 

ii. Pola Mutasi Internal 

a. Menghimpun data mutasi di lingkungan Pusat TIK; 

b. Menyusun data pemetaan kompetensi pegawai; 
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c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi 

terkait dengan perbaikan kinerja; 

d. Memutakhirkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pusat TIK. 

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

a. Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan 

kompetensi pegawai Pusat TIK; 

b. Menyusun usulan terkait rencana pengembangan kompetensi; 

c. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai; 

d. Menginventarisir pelaksanaan diklat yang sudah diikuti pegawai Pusat 

TIK; 

e. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait pengembangan kompetensi Pegawai Pusat 

TIK; 

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang 

sudah mengikuti diklat terhadap perbaikan kinerja. 

iv. Penetapan Kinerja Individu 

a. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pegawai; 

b. Menyusun cascading kinerja pegawai Pusat TIK; 

c. Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online (SKP) dan 

berkala setiap bulan; 

d. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait pemberian reward terhadap hasil penilaian 

kinerja individu. 

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait laporan disiplin pegawai Pusat TIK; 

b. Melaksanakan sosialisasi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

terbaru; 

c. Membuat mekanisme pemilihan Pegawai Teladan. 

vi. Sistem Informasi Kepegawaian 

Melakukan update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program penataan 

sistem manajemen sumber daya manusia. Adapun target yang ingin dicapai 

melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di 

lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

 

 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi 

terkait dengan perbaikan kinerja; 

d. Memutakhirkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pusat TIK. 

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 

a. Menyusun analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan 

kompetensi pegawai Pusat TIK; 

b. Menyusun usulan terkait rencana pengembangan kompetensi; 

c. Menyusun dokumen presentase kesenjangan kompetensi pegawai; 

d. Menginventarisir pelaksanaan diklat yang sudah diikuti pegawai Pusat 

TIK; 

e. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait pengembangan kompetensi Pegawai Pusat 

TIK; 

f. Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang 

sudah mengikuti diklat terhadap perbaikan kinerja. 

iv. Penetapan Kinerja Individu 

a. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pegawai; 

b. Menyusun cascading kinerja pegawai Pusat TIK; 

c. Melaksanakan penilaian kinerja individu secara online (SKP) dan 

berkala setiap bulan; 

d. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait pemberian reward terhadap hasil penilaian 

kinerja individu. 

v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 

a. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi (SDMO) terkait laporan disiplin pegawai Pusat TIK; 

b. Melaksanakan sosialisasi disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

terbaru; 

c. Membuat mekanisme pemilihan Pegawai Teladan. 

vi. Sistem Informasi Kepegawaian 

Melakukan update data informasi kepegawaian Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program penataan 

sistem manajemen sumber daya manusia. Adapun target yang ingin dicapai 

melalui program penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di 

lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 
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4. Penguatan Akuntabilitas 

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja pada unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program 

Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Keterlibatan Pimpinan 

a. Melibatkan pimpinan dalam perencanaan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

b. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

c. Melakukan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

a. Menyusun dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

b. Mengumpulkan dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang berorientasi hasil; 

c. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU); 

d. Menyusun dokumen terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

e. Menyusun laporan kinerja tepat waktu; 

f. Mengajukan usulan peningkatan kompetensi bagi SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja; 

g. Penunjukan SDM yang kompeten untuk menyusun Laporan Kinerja. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Adapun target yang ingin dicapai melalui 

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

2. Meningkatnya akuntabilitas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

5. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan 

bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Pengendalian Gratifikasi 

a. Melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi; 

b. Melaksanakan pengendalian gratifikasi. 

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

a. Melaksanakan pengendalian di lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

b. Menyusun penilaian resiko kebijakan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

c. Melaksanakan pengendalian resiko Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

d. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPIP. 

 

 

 

4. Penguatan Akuntabilitas 

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja pada unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program 

Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut: 

i. Keterlibatan Pimpinan 

a. Melibatkan pimpinan dalam perencanaan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

b. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

c. Melakukan pemantauan pencapaian kinerja pegawai Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

a. Menyusun dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

b. Mengumpulkan dokumen perencanaan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang berorientasi hasil; 

c. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU); 

d. Menyusun dokumen terkait hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

e. Menyusun laporan kinerja tepat waktu; 

f. Mengajukan usulan peningkatan kompetensi bagi SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja; 

g. Penunjukan SDM yang kompeten untuk menyusun Laporan Kinerja. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Adapun target yang ingin dicapai melalui 

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 

2. Meningkatnya akuntabilitas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

5. Penguatan Pengawasan 

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan 

bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Pengendalian Gratifikasi 

a. Melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi; 

b. Melaksanakan pengendalian gratifikasi. 

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

a. Melaksanakan pengendalian di lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

b. Menyusun penilaian resiko kebijakan Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

c. Melaksanakan pengendalian resiko Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

d. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPIP. 
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iii. Pengaduan Masyarakat 

a. Membuka jalur pengaduan masyarakat unit kerja Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan 

masyarakat; 

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 

iv. Whistle-Blowing System 

a. Melaksanakan sosialisasi whistle-blowing system Mahkamah 

Konstitusi; 

b. Melaksanakan penerapan whistle-blowing system; 

c. Melaksanakan evaluasi atas penerapan whistle-blowing system; 

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle-blowing 

system. 

v. Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Melakukan identifikasi benturan kepentingan; 

b. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan; 

c. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan; 

d. Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; 

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

Penguatan Pengawasan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program 

Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; 

3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 

 

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diperlukan 

untuk dapat membangun Public Trust terhadap penyelenggara pelayanan publik. 

Program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Standar Pelayanan 

a. Menyusun standar pelayanan Pusat TIK; 

b. Memaklumatkan standar pelayanan Mahkamah Konstitusi; 

c. Mendokumentasikan SOP sesuai dengan standar pelayanan; 

d. Melaksanakan reviu standar pelayanan dan SOP. 

ii. Budaya Pelayanan Prima 

a. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima; 

b. Menampilkan pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media; 

c. Menetapkan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta 

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak 

sesuai standar; 

 

iii. Pengaduan Masyarakat 

a. Membuka jalur pengaduan masyarakat unit kerja Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan 

masyarakat; 

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 

iv. Whistle-Blowing System 

a. Melaksanakan sosialisasi whistle-blowing system Mahkamah 

Konstitusi; 

b. Melaksanakan penerapan whistle-blowing system; 

c. Melaksanakan evaluasi atas penerapan whistle-blowing system; 

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle-blowing 

system. 

v. Penanganan Benturan Kepentingan 

a. Melakukan identifikasi benturan kepentingan; 

b. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan; 

c. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan; 

d. Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; 

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program 

Penguatan Pengawasan. Adapun target yang ingin dicapai melalui program 

Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; 

3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 

 

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga diperlukan 

untuk dapat membangun Public Trust terhadap penyelenggara pelayanan publik. 

Program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki rencana aksi dengan 

indikator sebagai berikut: 

i. Standar Pelayanan 

a. Menyusun standar pelayanan Pusat TIK; 

b. Memaklumatkan standar pelayanan Mahkamah Konstitusi; 

c. Mendokumentasikan SOP sesuai dengan standar pelayanan; 

d. Melaksanakan reviu standar pelayanan dan SOP. 

ii. Budaya Pelayanan Prima 

a. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya 

Pelayanan Prima; 

b. Menampilkan pelayanan publik Pusat TIK di berbagai media; 

c. Menetapkan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta 

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak 

sesuai standar; 
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d. Melaksanakan proses pelayanan Pusat TIK secara terpadu; 

e. Melaksanakan inovasi pelayanan. 

iii. Pengelolaan Pengaduan 

a. Membuat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi 

dengan SP4N-Lapor; 

b. Menetapkan unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; 

c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi. 

iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 

a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 

b. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat secara terbuka; 

c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat. 

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

a. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 

b. Membangun database pelayanan yang terintegrasi; 

c. Melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan penguatan kualitas 

pelayana publik. Adapun target yang ingin dicapai melalui program penguatan 

kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau) Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

II. REFORM 

1. Manajemen Perubahan 

i. Komitmen dalam perubahan 

a. Membuat perubahan yang konkret di Instansi; 

b. Perubahan yang dibuat telah terintegrasi dalam sistem manajemen. 

ii. Komitmen pimpinan 

 birokrasi, 

dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen 

perencanaan. 

iii. Membangun budaya kerja 

 Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

2. Penataan Tata Laksana 

i. Peta proses bisnis mempengaruhi 

 Menyusun peta proses bisnis. 

ii. Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) 

a. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien; 

b. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. 

iii. Transformasi digital memberikan nilai manfaat 
 

d. Melaksanakan proses pelayanan Pusat TIK secara terpadu; 

e. Melaksanakan inovasi pelayanan. 

iii. Pengelolaan Pengaduan 

a. Membuat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi 

dengan SP4N-Lapor; 

b. Menetapkan unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; 

c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi. 

iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 

a. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 

b. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat secara terbuka; 

c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat. 

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

a. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 

b. Membangun database pelayanan yang terintegrasi; 

c. Melakukan perbaikan secara terus menerus. 

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan penguatan kualitas 

pelayana publik. Adapun target yang ingin dicapai melalui program penguatan 

kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau) Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

II. REFORM 

1. Manajemen Perubahan 

i. Komitmen dalam perubahan 

a. Membuat perubahan yang konkret di Instansi; 

b. Perubahan yang dibuat telah terintegrasi dalam sistem manajemen. 

ii. Komitmen pimpinan 

 birokrasi, 

dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen 

perencanaan. 

iii. Membangun budaya kerja 

 Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

2. Penataan Tata Laksana 

i. Peta proses bisnis mempengaruhi 

 Menyusun peta proses bisnis. 

ii. Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) 

a. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien; 

b. Mengimplementasikan SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong 

pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. 

iii. Transformasi digital memberikan nilai manfaat 
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a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama mampu 

memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal; 

b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu 

memberikan nilai manfaat bagi unite kerja secara optimal; 

c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik mampu memberikan 

nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. 

3. Penataan Sistem Manajeman SDM Aparatur 

i. Kinerja individu 

 Ukuran kinreja individu berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 

levelnya 

ii. Assessment pegawai 

 Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan 

pengembangan karir pegawai 

iii. Pelanggaran disiplin pegawai 

 Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 

4. Penguatan Akuntabilitas 

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 

 Persentasi sasaran dengan capaian 100% atau lebih 

ii. Pemberian reward dan punishment 

 Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai 

pemberian reward and punishment bagi organisasi 

iii. Kerangka logika kinerja 

 Terdapat perjanjian kinerja (kerangka logika kerja) yang mengacu pada 

kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh 

pegawai 

5. Penguatan Pengawasan 

i. Mekanisme pengendalian 

 Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktifitas secara berjenjang 

ii. Penanganan pengaduan masyarakat 

 Persentase penanganan pengaduan masyarakat 

iii. Penyampaian laporan harta kekayaan 

 Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) 

 Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) 

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

i. Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik 

 Upaya dan/atau inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik 

 Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah 

ii. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi 

 Penanganan pengaduan pelayana dilakukan melalui berbagai 

kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab 

 

 

 

A. KOMPONEN HASIL 

 

a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama mampu 

memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal; 

b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan mampu 

memberikan nilai manfaat bagi unite kerja secara optimal; 

c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik mampu memberikan 

nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. 

3. Penataan Sistem Manajeman SDM Aparatur 

i. Kinerja individu 

 Ukuran kinreja individu berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 

levelnya 

ii. Assessment pegawai 

 Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan 

pengembangan karir pegawai 

iii. Pelanggaran disiplin pegawai 

 Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 

4. Penguatan Akuntabilitas 

i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 

 Persentasi sasaran dengan capaian 100% atau lebih 

ii. Pemberian reward dan punishment 

 Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar sebagai 

pemberian reward and punishment bagi organisasi 

iii. Kerangka logika kinerja 

 Terdapat perjanjian kinerja (kerangka logika kerja) yang mengacu pada 

kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh 

pegawai 

5. Penguatan Pengawasan 

i. Mekanisme pengendalian 

 Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktifitas secara berjenjang 

ii. Penanganan pengaduan masyarakat 

 Persentase penanganan pengaduan masyarakat 

iii. Penyampaian laporan harta kekayaan 

 Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) 

 Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) 

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 

i. Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik 

 Upaya dan/atau inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik 

 Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah 

ii. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi 

 Penanganan pengaduan pelayana dilakukan melalui berbagai 

kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab 

 

 

 

A. KOMPONEN HASIL 
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Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada duasasaran utama, yaitu: 

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel 

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan 

menggunakan ukuran: 

a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan 

b. Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya. 

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima 

Sasaran pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas 

pelayanan (survey eksternal pelayanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi). 

 

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada duasasaran utama, yaitu: 

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel 

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan 

menggunakan ukuran: 

a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan 

b. Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya. 

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima 

Sasaran pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas 

pelayanan (survey eksternal pelayanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi). 
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TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM 

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

TAHUN 2024 

I

1 Tim Kerja Tersusunnya tim kerja zona 

integritas di Unit Kerja Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Pembentukan tim 

pembangunan zona integritas unit 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Pembuatan Mekanisme Pemilihan 

Tim Pembanguan ZI PUSTIK 2024

b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim 

Pembangunan Zona Integritas ke 

Sekretaris Jenderal MK.

c. Penetepan tim pembangunan 

zona integritas

2 Dokumen rencana 

pembangunan Zona 

Integritas

Tersusunnya dokumen 

rencana aksi unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Rangka 

pembangunan zona 

integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani) 

WBBM.

a. Menyusun dokumen rencana 

aksi pembangunan zona integritas 

menuju WBK/WBBM

a. Penyusunan dokumen rencana 

kerja Tim Pembangunan Zona 

Integritas

b. Pembahasan rencana kerja dan 

target capaian kinerja dari masing-

masing area.

b. Menyusun target-target 

prioritas yang relevan dengan 

tujuan pembangunan Zona 

Integritas

Menyusun target prioritas dan 

monitoring serta evaluasi 

pembangunan Zona Integritas.

c. Surat pernyataan komitmen 

zona integritas dan sosialisasi 

pembangunan zona integritas 

menuju WBK dan WBBM

Membuat komitmen zona integritas 

unit Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta melaksanakan 

sosialisasi pada unit kerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang terdiri dari ASN dan PPNPN

3 Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan 

WBK/WBBM

Terlaksananya monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

Zona Integitas unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam rangka 

menuju WBK/WBBM.

a. Menyusun laporan pelaksanaan 

rencana kerja ZI

Menyusun  laporan pelaksanaan 

rencana kerja ZI

b. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan zona 

integritas

a. Menyusun kertas kerja monitoring 

dan evaluasi

b. Melaksanakan proses monitoring 

dan evaluasi

c. Menindaklanjuti hasil 

monitoring evaluasi pelaksanaan 

zona integritas dan membuat 

laporan akhir hasil monitoring dan 

evaluasi

a. Menyusun laporan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi

b. Menyusun laporan hasil 

monitoring dan evaluasi

4 Perubahan pola pikir dan 

budaya kerja

Terlaksananya penerapan 

pola pikir dan budaya kerja 

Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Menetapkan role model di unit 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

Mendokumentasikan role model 

sesuai dengan peraturan sekretaris 

jenderal  tentang disiplin pegawai

b. Menetapkan agent of change 

Unit Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Mengusulkan agent of change unit 

kerja ke Sekretaris Jenderal 

berdasarkan dari hasil kinerja dan 

manajemen talenta

b. Menetapkan agent of change

c. Pelaksanaan budaya kerja dan 

pola pikir di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Menerapkan nilai organisasi di 

lingkungan Pusat Informasi dan 

Komunikasi (Indep, Integritas, 

Disiplin, Dedikasi, Profesional)

b. Melaksanakan sharing knowledge 

dalam rangka memperbarui 

pengetahuan teknologi terbaru yang 

dapat diterapkan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja

c. Mengumpulkan dokumen terkait 

diklat motivasi Mahkamah Konstitusi 

Menandatangani pakta integritas 

seluruh pegawai unit Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi

d. Melibatkan anggota organisasi 

dalam pembangunan zona 

integritas menuju WBK/WBBM

Melibatkan seluruh anggota 

organisasi dalam kegiatan 

pembangunan zona integritas sehari-

hari menuju WBK/WBBM

PROSES

SASARAN RENCANA AKSI RENCANA KEGIATAN

Feb

WAKTU PELAKSANAAN

Jul

MANAJEMEN PERUBAHAN

Jan Mar Apr Mei DesJun Agu Sep Okt Nov

 

TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM 

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

TAHUN 2024 

I

1 Tim Kerja Tersusunnya tim kerja zona 

integritas di Unit Kerja Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Pembentukan tim 

pembangunan zona integritas unit 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Pembuatan Mekanisme Pemilihan 

Tim Pembanguan ZI PUSTIK 2024

b. Pengajuan Nota Dinas SK Tim 

Pembangunan Zona Integritas ke 

Sekretaris Jenderal MK.

c. Penetepan tim pembangunan 

zona integritas

2 Dokumen rencana 

pembangunan Zona 

Integritas

Tersusunnya dokumen 

rencana aksi unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam Rangka 

pembangunan zona 

integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi 

(WBK)/Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani) 

WBBM.

a. Menyusun dokumen rencana 

aksi pembangunan zona integritas 

menuju WBK/WBBM

a. Penyusunan dokumen rencana 

kerja Tim Pembangunan Zona 

Integritas

b. Pembahasan rencana kerja dan 

target capaian kinerja dari masing-

masing area.

b. Menyusun target-target 

prioritas yang relevan dengan 

tujuan pembangunan Zona 

Integritas

Menyusun target prioritas dan 

monitoring serta evaluasi 

pembangunan Zona Integritas.

c. Surat pernyataan komitmen 

zona integritas dan sosialisasi 

pembangunan zona integritas 

menuju WBK dan WBBM

Membuat komitmen zona integritas 

unit Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta melaksanakan 

sosialisasi pada unit kerja Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang terdiri dari ASN dan PPNPN

3 Pemantauan dan Evaluasi 

Pembangunan 

WBK/WBBM

Terlaksananya monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

Zona Integitas unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dalam rangka 

menuju WBK/WBBM.

a. Menyusun laporan pelaksanaan 

rencana kerja ZI

Menyusun  laporan pelaksanaan 

rencana kerja ZI

b. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan zona 

integritas

a. Menyusun kertas kerja monitoring 

dan evaluasi

b. Melaksanakan proses monitoring 

dan evaluasi

c. Menindaklanjuti hasil 

monitoring evaluasi pelaksanaan 
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laporan akhir hasil monitoring dan 
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a. Menyusun laporan tindak lanjut 

hasil monitoring dan evaluasi

b. Menyusun laporan hasil 

monitoring dan evaluasi

4 Perubahan pola pikir dan 

budaya kerja

Terlaksananya penerapan 

pola pikir dan budaya kerja 

Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Menetapkan role model di unit 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

Mendokumentasikan role model 

sesuai dengan peraturan sekretaris 

jenderal  tentang disiplin pegawai

b. Menetapkan agent of change 

Unit Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Mengusulkan agent of change unit 

kerja ke Sekretaris Jenderal 

berdasarkan dari hasil kinerja dan 

manajemen talenta

b. Menetapkan agent of change

c. Pelaksanaan budaya kerja dan 

pola pikir di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi
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Komunikasi (Indep, Integritas, 
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meningkatkan produktivitas kerja
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integritas menuju WBK/WBBM
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pembangunan zona integritas sehari-
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II

1 Prosedur Operasional 

tetap (SOP) kegiatan 

utama

Penerapan e-SOP di semua 

unit kerja

a. Bekerjasama dengan Biro 

SDMO Melakukan sosialisasi dan 

implementasi e-SOP di semua unit 

kerja

a. Melakukan inventarisasi SOP di 

seluruh unit kerja

b. Menyusun SOP terhadap standar 

pelayanan Pusat TIK

c. Melakukan review terhadap SOP

d. Penerapan aplikasi e-SOP

b. Menerapkan SOP dalam 

pekerjaan sehari-hari

Menerapkan SOP dalam 

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari

c. Melaksanakan Evaluasi SOP a. Melaksanakan Evaluasi SOP

b. Melaksanakan tindak lanjut hasil 

evaluasi SOP

2 Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik

Diterapkannya Penggunaan 

teknologi dalam pengukuran 

kinerja, manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM), dan 

pelayanan publik.

a. Menerapkan penilaian kinerja 

pegawai Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Menggunakan teknologi sistem 

informasi

a. Melaksanakan pengisian Sasaran 

Kinerja Pegawai  bulanan

b. Melaksanakan penilaian kinerja 

melalui pengisian ekinerja pegawai

b. Menerapkan penggunaan 

teknologi dalam akses operasional 

manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Menerapkan agenda rapat dan 

persuratan dinas internal dan 

external melalui  Aplikasi SIKD dan 

SRIKANDI

b. Menerapkan presensi kehadiran 

melalui Aplikasi Absensi online 

Dashboard Pegawai (apps.mkri.id)

c. Menerapkan cara kerja secara 

online dengan menggunakan VPN 

MKRI

d. Menerapkan pemantauan 

pengelolaan gaji pegawai melalui 

sigapp.mkri.id

e. Menerapkan pengelolaan data 

pegawai di SIMPEG

f. Menerapkan pengukuran kinerja 

pegawai melalui manajemen 

talenta (Aplikasi SIMANTAP)c. Pelaksanaan Pelayanan Publik 

menggunakan Teknologi Informasi

a. Menerapkan pengajuan 

permohonan perkara secara online 

melalui Aplikasi SIMPEL

b. Menarapkan penelusuran perkara 

melalui Case Tracking di laman 

MKRI.ID

c. Menerapkan konsultasi secara 

online melalui pusat layanan di 

laman MKRI.ID 

d. Menerapkan jadwal sidang, 

putusan, anotasi, dll secara online 

melalui laman MKRI.ID

d. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penggunaan teknologi 

dalam pengukuran kinerja, 

operasionalisasi SDM, dan 

Pemberian pelayanan publik di 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penggunaan teknologi 

dalam pengukuran kinerja, 

operasionalisasi SDM, dan 

Pemberian pelayanan publik

3 Keterbukaan Informasi 

Publik

Terwujudnya Keterbukaan 

informasi Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

untuk publik.

a. Melaksanakan kebijakan 

keterbukaan informasi publik

Melaksanakan keterbukaan 

informasi publik melalui website mk 

dan aplikasi lain yang digunakan 

oleh publik/para pihak

b. Monitoring dan Evaluasi 

kebijakan Keterbukaan informasi 

publik unit Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan informasi 

publik

PENATAAN TATALAKSANA
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III

1 Perencanaan Kebutuhan 

pegawai sesuai dengan 

kebutuhan organisasi

Terencananya kebutuhan 

pegawai disesuaikan dengan 

kebutuhan unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Melakukan koordinasi degan 

Biro SDMO terkait hasil analisis 

beban kerja dan peta jabatan dan  

terkait data penempatan pegawai 

disesuaikan kebutuhan tiap 

jabatan

Melakukan koordinasi degan Biro 

SDMO terkait hasil analisis beban 

kerja dan peta jabatan dan terkait 

data penempatan pegawai 

disesuaikan kebutuhan tiap jabatan

b. Melakukan rekrutmen pegawai 

PPNPN (Programmer dan Network 

Engineer)

a. Koordinasi dengan Biro SDMO

b. Merumuskan persyaratan 

rekrutmen dan mengumumkan 

penerimaan

c. Melakukan seleksi

d. Mengumumkan hasil seleksi

e. Penempatan Tugas

c. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap penempatan 

pegawai rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan 

dalam organisasi

Melakukan monitoring dan evaluasi 

penempatan pegawai rekrutmen 

untuk memenuhi kebutuhan jabatan 

dalam organisasi

2 Pola Mutasi Internal Terdokumentasinya pola 

mutasi pegawai unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Menghimpun data mutasi di 

lingkungan Pusat TIK

Mengumpulkan data mutasi internal 

di lingkungan Pusat TIK

b. Menyusun data pemetaan 

kompetensi pegawai

Menyusun data mutasi pegawai 

Pusat TIK berdasarkan kompetensi 

jabatan

c. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan mutasi 

terkait dengan perbaikan kinerja

Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap kegiatan mutasi 

Pusat TIK Tahun 2020

3 Pengembangan Pegawai 

berbasis kompetensi

Meningkatnya kualitas 

pegawai didasarkan analisis 

kebutuhan pengembangan 

kompetensi pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Menyusun analisis kebutuhan 

diklat untuk pengembangan 

kompetensi pegawai Pusat TIK

a. Melakukan koordinasi terkait 

Usulan kebutuhan diklat pegawai 

Pusat TIK Tahun 2020

b. Mengumpulkan data self 

assesment Pusat TIK

c. Menyusun telaah gap kompetensi

d. Menyusun hasil analisis 

kebutuhan diklat pegawai Pusat TIK 

untuk Tahun berikutnya

b. Mengumpulkan usulan terkait 

rencana pengembangan 

kompetensi

a. Melakukan koordinasi terkait nota 

dinas usulan pengembangan 

kompetensi pegawai Pusat TIK 

terkait kinerja pegawai

b. Mengumpulkan bahan dokumen 

pengajuan kebutuhan 

pengembangan kompetensi pegawai 

Pusat TIK terkait kinerja pegawai

c. Mengumpulkan dokumen 

presentase kesenjangan 

kompetensi pegawai

Mengumpulkan dokumen Presentase 

kesenjangan kompetensi pegawai

d. Menginventarisir pelaksanaan 

diklat yang sudah diikuti pegawai 

Pusat TIK

a. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait Pelaksanaan 

pengembangan kompetensi pegawai

b. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait Peraturan rintisan 

gelar

c. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait dokumen izin belajar 

pegawai Pusat TIK

d. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait peserta yang ikut 

internship

e. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait Pengumuman peserta 

yang ikut rintisan gelar kerjasama 

dengan luar negeri

f. Melaksanakan koordinasi Biro 

SDMO terkait nota dinas 

keikutsertaan kursus Bahasa Inggris

e. Mengumpulkan dokumen usulan 

pengembangan kompetensi 

Pegawai Pusat TIK

a. Melaksanakan koordinasi dengan 

Biro SDMO terkait Usulan 

pengembangan kompetensi pegawai 

Pusat TIK

b. Mengumpulkan usulan 

pengembangan kompetensi seluruh 

pegawai Pusat TIK untuk tahun 

berikutnya

f. Monitoring dan evaluasi 

pengembangan kompetensi 

pegawai yang sudah mengikuti 

diklat terhadap perbaikan kinerja

Mengumpulkan dokumen monitoring 

dan evaluasi pengembangan 

kompetensi pegawai yang sudah 

mengikuti diklat terhadap perbaikan 

kinerja

4 Penetapan kinerja 

individu

Meningkatnya ketaatan yang 

terukur dan akuntabel pada 

kinerja pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Mengumpulkan Perjanjian 

Kinerja dan Rencana Aksi pegawai

Mengumpulkan Perjanjian Kinerja 

dan Rencana Aksi pegawai

b. Mengumpulkan cascading 

kinerja pegawai Pusat TIK

Mengumpulkan cascading kinerja 

pegawai Pusat TIK

c. Melaksanakan penilaian kinerja 

individu secara online (SKP) dan 

berkala setiap bulan

Melaksanakan penilaian kinerja 

individu secara online dan berkala 

setiap bulan

d. Melakukan koordinasi dengan 

Biro SDMO terkait pemberian 

reward terhadap hasil penilaian 

kinerja individu

Melakukan koordinasi dengan Biro 

SDMO terkait pemberian reward 

terhadap hasil penilaian kinerja 

individu

5 Penegakan aturan 

disiplin/kode etik/kode 

perilaku pegawai

Meningkatnya disiplin 

pegawai Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

Melakukan koordinasi dengan Biro 

SDMO terkait laporan disiplin 

pegawai Pusat TIK dan sosialisasi 

disiplin/kode etik/kode perilaku 

pegawai terbaru

Melakukan koordinasi dengan Biro 

SDMO laporan disiplin pegawai 

Pusat TIK dan sosialisasi 

disiplin/kode etik/kode perilaku 

pegawai terbaru

6 Sistem Informasi 

Kepegawaian

Meningkatkan keakuratan 

data informasi pegawai 

Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

Melakukan update data informasi 

kepegawaian Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

Melakukan update data informasi 

kepegawaian Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi terkait 

kehadiran dan cuti

PENATAAN SISTEM 

MANAJEMEN SDM
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IV

1 Keterlibatan pimpinan Meningkatkan Keterlibatan 

pimpinan dalam proses 

manajemen unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Melibatkan pimpinan dalam 

penyusunan perencanaan Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Koordinasi dengan unit kerja lain 

terkait rapat perencanaan

b. Menginventarisir dokumen terkait 

rapat perencanaan

b. Melibatkan pimpinan dalam 

penyusunan penetapan kinerja 

Pusat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

Mendokumentasikan penyusunan 

penetapan kinerja Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

c. Melakukan pemantauan 

pencapaian kinerja pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Pemantauan SKP bulanan

b. Monitoring kinerja pegawai 

melalui ekinerja

2 Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Menyusun dokumen 

perencanaan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Koordinasi dengan unit kerja lain 

terkait rapat perencanaan

b. Menginventarisir dokumen 

perencanaan
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perencanaan Pusat Teknologi 
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IV

1 Keterlibatan pimpinan Meningkatkan Keterlibatan 

pimpinan dalam proses 

manajemen unit Pusat 
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V

1 Pengendalian Gratifikasi Terhindarnya Gratifikasi 

pada pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Melaksanakan public campaign 

pengendalian gratifikasi

Public Campaign pengendalian 

gratifikasi dilakukan dalam bentuk: 

a. Sosialisasi melalui sosial media 

b. Bimtek Pengendalian Gratifikasi 

c. Sosialisasi melalui flyer, signage, 

banner 

d. Surat edaran penolakan gratifikasi 

terkait hari raya 

b. Melaksanakan pengendalian 

gratifikasi

a. Melakukan dengan Inspektorat 

terkait SK Tim Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG)

b. Pemasangan kamera pengawas 

(CCTV) pada lokasi Pelayanan, 

Pengawasan dan Pemantauan di 

area pelayanan

c. Menyusun Mekanisme Pelaporan 

Gratifikasi

2 Penerapan SPIP Terhindarnya perilaku KKN 

pada pegawai Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Melaksanakan pengendalian di 

lingkungan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Melakukan dengan Inspektorat 

terkait SK Tim SPIP

b. Melaksanakan pengawasan dan 

monitoring pada pelayanan

b. Menyusun penilaian resiko 

kebijakan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Melaksanakan identifikasi resiko 

dituangkan dalam matriks

b. Melakukan analisis resiko

c. Melaksanakan pengendalian 

resiko Pusat TIK

a. Melaksanakan pengendalian 

resiko Pusat TIK

b. Mengikuti bimbingan teknis 

pengendalian resiko

d. Melaksanakan sosialisasi 

pelaksanaan SPIP

Mengikuti sosialisasi lingkungan 

pengendalian terhadap pegawai 

Pusat TIK

3 Pengaduan Masyarakat Terwujudnya pegawai yang 

bersih dan terhindar dari 

penyalahgunaan wewenang 

di Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Menyediakan sarana pengaduan 

masyarakat melalui media 

elektronik

a. Membuat aplikasi WBS, Kirim 

Surat, Hubungi MK

b. Menyediakan sarana informasi 

pengaduan melalui aplikasi WBS, 

Kirim Surat, Hubungi MK

c. Koordinasi dengan inspektorat 

terkait pengelolaan pengaduan 

masyarakat

b. Menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat

Melakukan koordinasi dengan 

Inspektorat terkait Tindaklanjut 

pengaduan masyarakat

c. Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penanganan pengaduan 

masyarakat

Melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penanganan pengaduan 

masyarakat

4 Whistle-Blowing System Terwujudnya pegawai yang 

bersih dan terhindar dari 

penyalahgunaan wewenang 

di Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Melaksanakan sosialisasi 

whistlebowing sistem Mahkamah 

Konstitusi

Melaksanakan Sosialisasi 

whistlebowing sistem Mahkamah 

Konstitusi

b. Melaksanakan penerapan 

whistle blowing system

Melaksanakan penerapan whistle 

blowing system

c. Melaksanakan evaluasi atas 

penerapan whistle blowing system

Melaksanakan evaluasi atas 

penerapan whistle blowing system

d. Menindaklanjuti hasil evaluasi 

atas penerapan whistle blowing 

system

Menindaklanjuti hasil evaluasi atas 

penerapan whistle blowing system

5 Penanganan Benturan 

Kepentingan

Terwujudnya pegawai yang 

bersih dan terhindar dari 

penyalahgunaan wewenang 

di Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Melakukan identifikasi benturan 

kepentingan

a. Melakukan dengan Inspektorat 

terkait Persekjen benturan 

kepentingan

b. Menyusun identifikasi benturan 

kepentingan di Pusat TIK

b. Melaksanakan sosialisasi 

penanganan benturan kepentingan

Melaksanakan sosialisasi terkait 

benturan kepentingan

c. Melaksanakan penanganan 

benturan kepentingan

Melaksanakan Penanganan benturan 

kepentingan

d. Melaksanakan evaluasi atas 

penanganan benturan kepentingan

Melaksanakan evaluasi atas 

penanganan benturan kepentingan

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi 

penanganan benturan kepentingan

Menindaklanjuti hasil evaluasi 

penanganan benturan kepentingan
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VI

1 Standar Pelayanan Terwujudnya unit pelayanan 

Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi

a. Menyusun standar pelayanan 

Pusat TIK

Menyusun standar pelayanan Pusat 

TIK

b. Memaklumatkan standar 

pelayanan MK

a. Mempublikasikan standar 

pelayanan MK

b. Memasang maklumat MK di 

microsite Pusat TIK

c. Menyusun SOP sesuai dengan 

standar pelayanan

a. Menginventalisir SOP sesuai 

dengan standar pelayanan

b. Menyusun SOP sesuai dengan 

standar pelayanan

d. Melaksanakan reviu standar 

pelayanan dan SOP

Melaksanakan reviu dan perbaikan 

SOP

2 Budaya Pelayanan Prima Terwujudnya peningkatan 

kualitas pelayanan publik 

lebih efektif dan efisien 

terhadap masyarakat

a. Melaksanakan 

sosialisasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan Budaya Pelayanan 

Prima

a. Melaksanakan 

sosialisasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan Budaya Pelayanan Prima

b. Menginventarisir pelatihan dalam 

rangka peningkatan budaya 

pelayanan prima

b. Menampilkan pelayanan publik 

Pusat TIK di berbagai media

Mempublikasikan pelayanan publik 

Pusat TIK di berbagai media

c. Menetapkan sistem reward dan 

punishment bagi petugas 

pelaksana layanan 

Menyusun mekanisme sistem 

reward dan punishment bagi 

pelaksana layanan

d. Menetapkan peraturan 

pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan 

tidak sesuai standar

Menyusun peratuan Sekretaris 

Jenderal terkait pemberian 

kompensasi kepada penerima 

layanan bila layanan tidak sesuai 

standar

d. Melaksanan proses pelayanan 

Pusat TIK secara terpadu

Melaksanakan proses pelayanan 

Pusat TIK secara terpadu

e. Melaksanakan inovasi 

pelayanan

Mendokumentasikan inovasi 

pelayanan Pusat TIK

3 Pengelolaan Pengaduan Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pelayanan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

a. Terdapat media pengaduan dan 

konsultasi pelayanan yang 

terintegrasi dengan SP4N-Lapor 

pada Aplikasi Laman MKRI.ID yang 

dikelola oleh Inspektorat

Menyusun laporan atas pengaduan 

keluhan/masukan dan konsultasi 

dilakukan secara berkala

b. Melaksanakan evaluasi atas 

penanganan keluhan/masukan dan 

konsultasi dilakukan secara 

berkala

Menyusun laporan evaluasi atas 

penanganan keluhan/masukan dan 

konsultasi dilakukan secara berkala

4 Penilaian kepuasan 

terhadap pelayanan

Meningkatnya kepuasan 

masyarakat terhadap 

pelayanan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi

a. Melaksanakan survey kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan

a. Melaksanakan survey kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan

b. Mempublikasikan hasil survey 

kepuasan masyarakat secara 

terbuka

Mempublikasikan hasil survey 

kepuasan masyarakat secara terbuka

c. Menindaklanjuti hasil survey 

kepuasan masyarakat

a. Menyusun daftar tindaklanjut 

hasil survey kepuasan masyarakat

b. Mendokumentasikan hasil 

tindaklanjut survey

5 Pemanfaatan Teknologi 

Informasi

Meningkatnya kecepatan dan 

ketepatan pelayanan Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Telah menerapkan teknologi 

informasi dalam memberikan 

pelayanan dengan database yang 

saling terintegrasi

Pelayanan sidang mulai dari 

pengajuan permohonan perkara 

sampai dengan hasil putusan 

perkara secara online melalui 

aplikasi laman MKRI.ID dan SIMPEL

b. Telah dilakukan 

perbaikan/pengembangan 

terhadap aplikasi menyesuaikan 

kebutuhan pengguna

a. Pengembangan tampilan dan fitur 

pada laman MKRI.ID

b. Pengembangan tampilan dan fitur 

pada Aplikasi SIMPEL dan lain-lain
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1 PEMERINTAH YANG 

BERSIH DAN AKUNTABEL

Terwujudnya unit Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang bersih dan 

akuntabel

a. Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai persepsi anti 

korupsi di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang

Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai persepsi anti 

korupsi di Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi yang dilaksanakan 

oleh instansi yang berwenang

b. Menindaklanjuti temuan BPK Menindaklanjuti temuan BPK

2 PELAYANAN PUBLIK 

YANG PRIMA

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik yang prima 

kepada masyarakat di Pusat 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai kualitas 

pelayanan di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang

Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai kualitas 

pelayanan di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang
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Teknologi Informasi dan 

Komunikasi

a. Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai kualitas 

pelayanan di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang

Memfasilitasi pelayanan survey 

eksternal mengenai kualitas 

pelayanan di Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang 

dilaksanakan oleh instansi yang 

berwenang

HASIL

www.mkri.id


 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

Outcome dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah terbentuknya 

WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengembangan WBK dan 

WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan 

nilai IPK Mahkamah Konstitusi khususnya dan IPK Indonesia umumnya. 

Rencana aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat 

diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju 

WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam 

pemberantasan korupsi. 

Perjalanan masih panjang, butuh kerja keras dan komitmen bersama-sama untuk 

menjadikan Mahkamah Konstitusi RI bersih dari korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani.  
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Ringkasan Proyek

Nama

Perancangan dan pengembangan antarmuka lamanmkri.id.

Deskripsi

Perancangan tampilan baru dan pengembangan antarmuka depan (front-end) website mkri.id

responsif terhadapmobile & desktop dengan teknologi React.js.

Tujuan

Berdasar pada Surat Pesanan Pengadaan PengembanganWebsite mkri.id Tahun Anggaran 2024

nomor 69.5/PBJ/MK/2024 tanggal 08Maret 2024.

Lingkup

Lingkup daripada proyek ini berdasar pada Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan, yaitu

sebagai berikut:

1. Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id

dengan syarat tidakmenghilangkan fitur yang sudah ada;

2. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) denganmenggunakan

framework Next.js;

3. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih

baik;

4. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan

oleh tim internalMK;

5. Menambahkan fitur pencarian putusan dan kontenwebsite dari sisi desain dan antarmuka

depan;

6. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

7. Melaksanakan uji integrasi secaramenyeluruh untukmemastikan semua komponen

berinteraksi secara efektif;

8. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan

produksi;

9. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

10. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi

antarmuka;

11. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

12. Maintenance selama 6 bulan.
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Pengembang

Pengembang atau penyedia adalah PT. Iterasi Inovasi Teknologi, beralamat diMTH Square Ground

Floor A4/A, Jl. LetjenMTHaryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan sebuah

perusahaan yangmelakukan aktivitas jasa teknologi informasi pemrograman denganNIB:

0411230067394.

Perusahaan telahmenetapkan 5 orang dalam proyek ini sebagai tim pengembang, dengan detail:

1. LuthfiHariz, selaku ProjectManager

2. Labib ImamHidayat, selaku Lead Front-end Engineer

3. Kevin RyanHadi, selaku Lead UI/UXDesigner

4. AntonMartono, selaku UI/UXDesigner

5. AgungNugraha, selaku Front-end Engineer

Referensi DokumenDigital

No Dokumen Tautan

1 File Desain Figma https://bit.ly/mkri-id-figma

2 Source Code https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend

3 Petunjuk Instalasi https://gitlab.mkri.id/luthfi/mkri-id-frontend/-/blob/

main/README.md

4 Kontrak Integrasi API https://docs.google.com/document/d/1BbVhvw_hmY

m1Na45iIFcbzrwQVrwIn_6PdGil-2Rf08/edit?usp=sh

aring
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Timeline

Proyek dimulai pada 8Maret 2024 dan selesai pada 5 April 2024, denganmasamaintenance

selama 6 bulan, atau hingga 5Oktober 2024.

Fase

UI/UX Design

Membuat pembaruan desain tata letak, warna, ikon, dan elemen desain website mkri.id dengan

syarat tidakmenghilangkan fitur yang sudah ada. Output berupa desain baru website mkri.id

dalam format file Figma.

Front-end Development & Integration

1. Mengembangkan antarmuka depan (Front-end development) denganmenggunakan

framework Next.js;

2. Memastikan responsivitas dan kecepatan optimal untuk pengalaman pengguna yang lebih

baik;

3. Menghubungkan front-end yang telah dikembangkan dengan back-end yang disediakan

oleh tim internalMK;

4. Menambahkan fitur pencarian putusan dan kontenwebsite dari sisi desain dan antarmuka

depan;

5. Mengintegrasikan fitur pencarian dengan bagian server;

Output berupa source code front-end yang sudah terintegrasi dengan back-end yang disediakan

oleh PusTIKMK, dan versi testing dari website terbarumkri.id.
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Testing

1. Melaksanakan uji integrasi secaramenyeluruh untukmemastikan semua komponen

berinteraksi secara efektif;

2. Identifikasi dan perbaiki potensi masalah integrasi sebelum implementasi di lingkungan

produksi;

3. Memastikan sistem beroperasi sesuai dengan harapan;

Output berupa dokumentasi rencana pengujian dan juga hasil pengujian, serta website terbaru

mkri.id yang siap untuk dirilis secara publik atau production ready.

Production Deployment

Prosesmengunggah versi final dari website mkri.id terbaru ke lingkungan produksi agar dapat

diakses dan digunakan oleh pengguna secara luas.

Output dari fase ini berupamkri.id dengan desain dan teknologi terbaru.

Documentation & Handover

1. Menyusun dokumentasi tentang perubahan desain dan implementasi teknologi

antarmuka;

2. Memberikan pelatihan terkait teknologi baru kepada tim terkait.

Output berupa dokumen dan pelatihan terkait.
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Progress Proyek

7Maret 2024

1. Kick off meeting dilakukan via Zoom

2. Project adalah perancangan dan pengembangan antarmuka lamanmkri.id, dengan ruang

lingkup yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja.

8Maret 2024

1. Berdasarkan kontrak, proyek secara resmi telah dimulai

2. Design guideline untuk website barumkri.id sudah tersedia di file Figma

3. Memulai fase front-end development

13Maret 2024

1. Integrasi dengan backendmulai dilakukan

2. Versi testing sementara dari website mkri.id dapat diakses di

https://mkri-id.onrender.com/

3. Beberapa feedback terkait API untuk keperluan integrasi sudah disampaikan dan dicatat di

dokumenMKRI.id Integrasi dan Test Plan

4. Finalisasi API akan dilakukan dalam 2 hari kedepan oleh tim ITMK

5. Terkait persiapan testing: deployment ke internal testing serverMK sudah bisa dilakukan,

langkah deployment tersedia di file README.md repository GitlabMKRI

15Maret 2024

1. Dilakukan rapat teknis via Zoom untukmembahas integrasi dan juga proses testing

2. Progress pengerjaan front-end 85%, proses testing sudah berjalan sekitar 50%.

3. Versi website mkri.id terbaru sudah tersedia di internal testing serverMK yang bisa

diaksesmelalui https://testing.mkri.id

19Maret 2024

1. Proses testingmencapai 90%, dengan beberapa feedback terkait back-end dan juga

front-end.

2. Direncanakan untukmelakukan presentasi ke hadapan pak Sekjen terkait hasil

implementasi terbaru dari mkri.id, namun tertunda.

3. Menerima feedback terkait hasil implementasi terbaru yang terdokumentasi di link berikut

https://docs.google.com/document/d/15PA51egZ8isw2u52fRzT4yHGWVZSNbxxkdsbgM

iMeu8/edit
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25Maret 2024

1. Semua feedback selesai, kecuali fitur pencarian, karenamenunggu proses pembuatan API

dari backend selesai.

2. Menerima beberapa feedback lainnya terkait desain kemudian diselesaikan dalam hari

yang sama.

26Maret 2024

1. API pencarian sudah tersedia di backend, front-endmulai melakukan integrasi dan

penyesuaian API.

28Maret 2024

1. Fitur pencarian sudah berhasil terintegrasi dan tersedia di website testing.mkri.id

01 April 2024

1. Melakukan presentasi di hadapan SekjenMK terkait website baru.

2. Menerima beberapa feedback terkait website baru:

a. Pilih bahasa agar dipindah ke atas

b. ⁠⁠Tulisan perkara danwebsite agar dibuat lebih besar dengan logo kaca pembesar
c. ⁠⁠Grafik informasi anggaran agar dibuat gradasi danmenyesuaikan nilainya
d. ⁠⁠3 tombol pilkada, pilpres dan puu di beranda agar dibuat gradasi tampak seperti

background pengumuman

3. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadapwebsite baru denganmenampilkan banner di

website lamamkri.id sebelum benar-benar mengganti mkri.id dengan laman baru.

4. Dilakukan nya sosialisasi

03 April 2024

1. Semua feedback dari SekjenMK sudah selesai dan sosialisasi terhadapwebsite baru siap

dilakukan.

2. Menemukan beberapa bug di fitur pilih bahasa yang perlu diperbaiki dari sisi front-end

04 April 2024
1. Bug berhasil diperbaiki, serah terima siap dilakukan.

05 April 2024

1. Serah terima secara administratif telah dilakukan, termasuk source code dan juga
dokumentasi proyek.

2. Masamaintenance dimulai dan akan berakhir pada 5Oktober 2024.
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Dokumentasi Teknis

Framework & Libraries
Berikut adalah beberapa framework & libraries utama yang digunakan dalam proyek ini.

Nama Versi Tautan Dokumentasi
Resmi

Deskripsi

Framework Next.js 14.0.3 https://nextjs.org/docs

UI Libraries Chakra UI 2.8.2 https://chakra-ui.com/

Utility Tools Chart JS 4.4.1 https://www.chartjs.org/ Menampilkan chart

D3Org Chart 3.1.1 https://github.com/bumbei

shvili/org-chart

Bagan Struktur

Organisasi

Day JS 1.11.10 https://day.js.org/ Format tanggal

React Hook Form 7.49.2 https://react-hook-form.co

m/

Validasi formulir

Sanitize HTML 2.11.0 https://github.com/apostro

phecms/sanitize-html

Membersihkan html

untuk ditampilkan

dari respon api,

menghindari

serangan XSS

swiper 11.0.5 https://swiperjs.com/ Sliding images

ofetch 1.3.3 https://github.com/unjs/ofe

tch

API Requests
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Struktur Kode

Pengaturan Dasar

Dalam mengatur kode agar sesuai dengan standard, kami menerapkan beberapa pengaturan
seperti dibawah ini:

Nama Path Tujuan

Eslint Config .eslintrc.json Validasi konvensi kode agar

seluruh kodemengikuti

peraturan dan standar

Typescript Config tsconfig.json Pengaturan Typescript

Next Config next.config.js Pengaturan Next JS

Prettier Config .prettierrc.json Pengaturan indent dan baris

baru

Package JSON package.json Daftar semua framework &
libraries pendukung

Struktur Folder Utama (folder src)

34



35

Nama Folder Deskripsi

@constant Semua konstanta, yaitu variabel yang tidak dapat diubah

@type Seluruh deklarasi tipe dan antarmuka

app Folder utamaNext JS routing. Lebih lengkapmengenai app folder,

dapat melihat dokumentasi disini https://nextjs.org/docs/app

components Komponen yang dapat digunakan kembali secara global, tidak terikat

dengan konteks bisnis tertentu.

hooks Hooks global, tidak terikat dengan konteks bisnis tertentu.

layouts Komponen dasar dari keseluruhan layout yang ada di website, terdiri

dari Navbar, Main Content, Footer.

theme Kustomisasi tema Chakra UI

utils Utility function.

middleware.ts Next JS HTTPMiddleware, lihat dokumentasi lebih lengkap:

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/middl

eware



Folder App

Berdasar pada konvensi daripada framework NextJS, semua yang ada didalam folder app akan

menjadi url level 1, sebagai contoh:

● {base_url}/administrasi-umum

● {base_url}/berita

● {base_url}/hakim, etc

Kemudian, semua folder yang berada di dalam subfolder level 1 akanmenjadi url level 2 dan

seterusnya, sebagai contoh:

● {base_url}/hakim/hakim-konstitusi

● {base_url}/hakim/hakim-periode-sebelumnya
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Menyajikan Tampilan

Jika dalam app folder tersebut memiliki file page.tsx, NextJs akanmenyajikan tampilan sebuah
laman, sebagai contoh untuk {base_url}/unit-kerja:

Folder unit kerja tersebut akanmenyajikan tampilan karenamemiliki file page.tsx. Jika tidak ada
file page.tsx saat kita mengunjungi url {base_url}/unit-kerja di browsermaka akanmemunculkan
laman 404 not found.

Dalam proyek ini, folder Screen digunakan untukmenempatkan view yang akan dirender oleh

page.tsx. Sehingga jika di dalamnya terdapat page.tsx, maka folder Screen pun harus ada.

Dokumentasi lebih lengkap dapat dilihat melalui link ini:

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts

File Layout

Jika di dalam subfolder terdapat file layout.tsx, pastikan bahwa seluruh subfolder atau url path
selanjutnya akanmenggunakan struktur layout antar muka yang sama, lebih jelasnya silahkan lihat

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts

Konvensi Kode

Untuk konvensi kode kami menggunakan tools seperti eslint, prettier dan tsconfig. Pengaturan
dapat dilihat dalam file .eslintrc.json , .prettierrc.json and tsconfig.json. Tools tersebut akan berjalan
saat kita melakukan commit dan push ke repository. Selain itu, saat kita sedangmelakukan koding,

mereka akanmemberitahu kita tentang kesalahan dan akanmengeluarkan error.

Proyek ini jugamempunyai standar untuk commit message, dimana untuk commit diharapkan
seluruh pengembangmengikuti standar yang sesuai agar nantinyamemudahkan pengembang lain

untukmelihat git commit history, silahkan lihat ke .husky/commit-msg untuk pengaturan konvensi
nya.

37

https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts
https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing/pages-and-layouts


Hasil Pengujian

Menu Judul Case QA

Beranda

Banner

Banner tampil dengan kondisi:

1. Jumlah banner sesuai dengan response dari API

2. Judul, subjudul dan tombol (jika ada) akan tampil

3. Jika tombol di klik akanmengarahkan ke halaman yang dituju

PASS

Search
1.Pencarian perkaramengarah pada tracking.mkri.id

2. Pencarian website mengarah pada halaman Search Result
PASS

Tab Perkara Tab putusan, risalah, ikhtisar dan anotasi tampil PASS

Putusan

Tab putusan tampil dengan kondisi:

1. menampilkan 5 item putusan terakhir

2. Tombol selengkapnya yang akanmengarah padamenu

Perkara -> Putusan

PASS

Risalah

Tab risalah tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan 5 item risalah terakhir

2. Setiap item risalahmemiliki file pdf dan juga file audio yang

dapat di putar

3. Tombol selengkapnya yang akanmengarah pada halaman

Perkara -> Ikhtisar

PASS

Ikhtisar Ikhtisar PASS

Anotasi

Tab anotasi tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan 5 item anotasi terakhir

3. Tombol selengkapnya yang akanmengarah pada halaman

Perkara -> Anotasi

PASS

Kalendar

Jadwal Sidang

Kalendar jadwal sidang tampil dengan kondisi:

1. Menampilkan bulan berjalan

2.Memberikan tanda pada hari ini dan hari libur

3. Memberikan tanda pada sidang, putusan, tunda dan

keduanya

4. Terdapat tombol untukmengganti bulan

5. Pada tanggal yang terdapat kegiatan jika di klik mengarah

pada halaman Jadwal Sidang dengan filter tanggal terpilih

6. Pada hari libur jika di klik menampilkan Jadwal Hari Libur

7. Terdapat tombolnya Selengkapnya yang akanmengarah pada

halaman Jadwal Sidang

PASS

Menu

Permohonan

Online

Tampil menu permohonan online yangmengarah pada

simpel.mkri.id
PASS
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Menu

Pengujian UUD

& SKLN

Jika di klik mengarah pada halaman Pengujian UUD& SKLN >

Peraturan dengan filter tahun terpilih
PASS

Menu Pilkada

Serentak

Jika di klik mengarah pada halaman Pilkada Serentak >Daftar

Pemohon dengan filter tahun terpilih
PASS

Menu PHPU&

Pilpres

Jika di klik mengarah pada halaman PHPUPilpres > Daftar

Pemohon dengan filter tahun terpilih
PASS

Pengumuman

Menampilkan pengumuman dengan kondisi:

1. Tanggal pengumuman dan statistik dilihat

2. Iconmenyesuaikan tipe pengumuman (PDF, IMAGE)

3. Jika di klik mengarah ke halaman yang dituju

4. Terdapat tombol selengkapnya yangmengarah pada halaman

Administrasi Umum> Info Publik > Pengumuman

PASS

VideoMKRI

Menampilkan videomkri dengan kondisi:

1. 4 Video dengan 1 video besar

2. Dapat di play secara langsung

3. Tombol selengkapnya yangmengarah pada halaman Video

MKRI

4. Terdapat label LIVE atau Siaran Ulang

PASS

BeritaMKRI

Menampilkan berita mkri dengan kondisi:

1. Terdapat 4 tab (berita populer, berita sidang, berita non

sidang, berita 2menit)

2. Berita tampil sesuai tab yang dipilih

3. Terdapat tombol selengkapnya dan tombol slide kiri dan

kanan

PASS

Aplikasi Lainnya
Menampilkan aplikasi aplikasi external yang dapat di klik dan

akanmengarah ke halaman aplikasi tersebut
PASS

Layanan

Pengaduan dan

Informasi

Menampilkan tombol Pusat Pengaduan yangmengarah ke

halaman Pengaduan
PASS

HubungiMK
Menampilkan tombol HubungiMK yang akanmengarah ke

contactmk.mkri.id
PASS

English Menampilkan tombol yang akanmengarah ke en.mkri.id PASS

Tombol Internal
Menampilkan tombol yang akanmengarah kewebsite internal

mkri.id
PASS

Footer Footer
Menampilkan footer sesuai dengan desain dan jugamenu yang

bisa di klik mengarah pada halamanmasing-masing
PASS

Video

MKRI
Live Streaming

-Menampilkan video streaming sesuai dengan ruang sidang

-Menampilkan 4 video siaran ulang

-Menampilkan lokasi video conference dalam bentuk peta dan

table

PASS
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- Terdapat tombol menuju ke youtube channelMKRI

Jadwal Kuliah

Umum
https://contactmk.mkri.id/id/kuliah_umum PASS

Jadwal

Kunjungan

MKRI

https://contactmk.mkri.id/id/kunjungan/aktif PASS

Pengelolaan

Vicon
Menampilkan tabel pengelolaan vicon PASS

Hakim

Hakim

Konstitusi

- Menampilkan list hakim yang sedangmenjabat saat ini (ketua,

wakil dan anggota)

- Setiap hakimmemiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan,

lembaga pengusul

- Terdapat tombol profil yang jika di klik akanmenampilkan

detail profil hakim

PASS

Profil Hakim -Menampilkan profil hakim berdasarkan yang di pilih PASS

Hakim Periode

Sebelumnya

-Menampilkan list hakim yang sedangmenjabat sebelumnya

- Terdapat tab Ketua,Wakil, HakimKonstitusi

- Setiap hakimmemiliki informasi nama, jabatan, masa jabatan,

lembaga pengusul

PASS

Perkara

Perkara

-Menampilkan 10 undang-undang yang sering diuji dan

rekapitulasi utusan dalam bentuk tabel

- Grafik PUU, SKLN, PHPU, dan PHPKADA

- Grafik putusan kabul

PASS

Prosedur

Permohonan

Menampilkan informasi untuk pendaftaran permohonan

langsung dan pendaftaran permohonan online
PASS

Permohonan

Online
simpel.mkri.id PASS

Pengajuan

Permohonan

-Menampilkan list pengajuan permohonan berdasarkan jenis

dalam bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA)

- Terdapat tombol contoh permohonan dan sistematika

permohonan untuk jenis masing-masing

- Dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis masing-masing

- Nomor AP3 padamasing-masing item dapat di klik dan

mengarah pada file tersebut

- Jikamemiliki Dokumen, terdapat linkmenuju dokumen

tersebut

- Terdapat pagination

PASS
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Perkara

Registrasi

- Menampilkan list perkara registrasi berdasarkan jenis dalam

bentuk tab (PUU, SKLN, PHPU, PHPKADA)

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat file yang di lihat (Permohonan dan Permohonan

Registrasi)

- Terdapat pagination

PASS

Jadwal Sidang

-Menampilkan jadwal sidangmulai dari hari ini dan seterusnya

(tanggal, perkara, pemohon, kuasa, acara dan keterangan)

- Terdapat pagination sesuai dengan jumlah sidang (10 untuk 1

page)

- Dapat melakukan pencarian

- Dapat mencentak, download dalam bentuk CSV dan copy ke

clipboard

- Terdapat tombol tracking yangmengarah pada

tracking.mkri.id

- Terdapat pagination

PASS

Putusan

-Menampilkan putusan berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, No AP3, Pokok Perkara,

Pemohon, Amar Putusan, Status, Di Unduh, Kata Kunci dan File

Pendukung

- Dapat melihat File Pendukung

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Risalah

-Menampilkan risalah berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok

Perkara, Acara Sidang, Di Unduh, File Pendukung dan File Audio

- File Pendukung dan File Audio dapat di klik

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Ikhtisar

-Menampilkan ikhtisar berdasarkan jenis (PUU, SKLN, PHPU,

PHPKADA) dalam bentuk tab

- Setiap item putusan terdapat Tanggal, Nomor Perkara, Pokok

Perkara, Di Unduh dan File Pendukung

- File Pendukung dapat di klik

- Dapat melakukan pencarian di masing-masing jenis

- Terdapat pagination

PASS

Anotasi

- Setiap item anotasi terdapat judul yang dapat di klik

- Terdapat pagination

- Dapat melakukan pencarian

PASS
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Rekapitulasi

Perkara PUU

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PUU dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara PHPU

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPU dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara SKLN

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara SKLN dengan pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Rekapitulasi

Perkara

PHPKADA

- Terdapat tabel rekapitulasi perkara PHPKADA dengan

pagination

- Setiap item rekapitulasi perkara terdapat Tahun, Dalam Proses

Yang Lalu, Diregistrasi, Jumlah, Amar Putusan, Jumlah Putusan,

Dalam Proses Yang Ini, Keterangan

PASS

Peraturan

Peraturan
Menampilkan statistik seluruh peraturanMK dalam bentuk pie

chart
PASS

PeraturanMK

-Menampilkan tabel peraturanMK dengan item Judul, Tentang,

Di Unduh, File Pendukung dengan pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Peraturan

KetuaMK

-Menampilkan tabel peraturan KetuaMK dengan item Judul,

Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Peraturan dan

Keputusan

Sekjen

-Menampilkan tabel peraturan dan keputusan Sekjen dengan

item Judul, Tentang, Di Unduh, File Pendukung dengan

pagination

- File Pendukung dapat di klik

PASS

Publikasi

Publikasi
Menampilkan grafik jumlah publikasi dan download file

publikasi
PASS

Penghargaan
Menampilkan list penghargaan dengan pagination dan dapat di

klik untukmelihat gambar penghargaan lebih besar
PASS

Laporan

Tahunan

Menampilkan list laporan tahunan dengan gambar, judul, di

unduh, file pendukung, link video, flip book disertai pagination
PASS

Perkara

-Menampilkan list perkara dengan tab Putusan Landmark,

Buku Kompilasi Ikhtisar Putusan, Ikon HKWNdisertai

pagination

-Masing-masing item dapat di klik

PASS

Majalah

Konstitusi

- Menampilkan list majalah konstitusi disertai pagination

- File pendukung dan Flip Book dapat di klik
PASS
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Info Buku

Konpress

-Menampilkan list Info Buku Konpress dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Naskah

Komprehensif

- Menampilkan list Info Naskah Komprehensif dengan

pagination

- File pendukung dapat di klik

PASS

Jurnal & Arsip
-Menampilkan list jurnal yang dapat di klik

-Menampilkan list arsip dengan pagination yang dapat klik
PASS

Iklan Layanan

Masyarakat

-Menampilkan video iklan layananmasyarakat dengan

pagination yang dapat di play
PASS

Hasil Penelitian
-Menampilkan table hasil penelitian dengan judul yang dapat di

klik
PASS

Proceeding
-Menampilkan list proceeding dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Artikel
- Menampilkan list artikel dengan pagination

- File pendukung dapat di klik
PASS

Pengaduan

Pengaduan

- Terdapat Informasi Kontak Kami dengan tautan Email, Call

Center, SMS

- Terdapat Layanan Pengaduan dan Informasi dengan tautan

Lapor,Whistleblowing, Kirim Surat keMK, Tanya Jawab dengan

MK, Lapor keMKMK

- Lapor -> https://mk.lapor.go.id/

-Whisteblowing -> https://wbs.mkri.id/

- Hubungi viaWhatsapp

PASS

Tanya Jawab

- Terdapat form (nama, email, pertanyaan) dan code captcha

- Terdapat list tanya jawab dengan filter pencarian, tanggal dan

tombol reset

- Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit

PASS

Kirim Surat ke

MK

- Terdapat form (nama, email, perihal, isi surat, upload file) dan

code captcha

- Terdapat pesan sukses jika form telah tersubmit

PASS

Laporan Ke

MKMK

- Terdapat form dengan nama, alamat, profesi/pekerjaan, jenis

kelamin, telpon/nomor hp, email, nomor ktp, isi laporan dengan

rich text editor, upload file ktp dan file laporan, juga kode

captcha

- Terdapat tautanmenuju PeraturanMKMKdan Keputusan

MKMK

PASS

Berita

MKRI

BeritaMKRI

- Terdapat list berita dengan tab Berita Populer, Berita Sidang,

Berita Non Sidang, Berita DuaMenit

- Terdapat fitur pencarian dan index tanggal dengan pagination

PASS
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Detail Berita

MKRI

-Menampilkan beberapa gambar disertai caption

- Terdapat tanggal, statistik dilihat, tombol cetak dan konten

berita

PASS

Peradilan

Peradilan
-Menampilkan konten sejarah singkat

-Menampilkan tautan kode etik dan pengumuman dewan etik
PASS

Sejarah &

Perkembangan
Menampilkan konten Sejarah & Perkembangan PASS

Visi Misi Menampilkan konten Visi Misi PASS

Kedudukan &

Kewenangan
Menampilkan konten Kedudukan & kewenangan PASS

Struktur

Organisasi >

Bagan

Struktur Organisasi > Bagan PASS

Struktur

Organisasi

- Menampilkan HakimKonstitusi dengan jabatan

masing-masing

-Masing-masing hakim dapat di klik danmengarah pada

halamanDetail Hakim

-Menampilkan pejabat Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya

-Menampilkan pejabat Panitera dan Panitera Periode

Sebelumnya

-Masing-masing pejabat dapat di klik danmengarah pada

halaman Profil Pejabat

PASS

Struktur

Organisasi >

Profil Pejabat

-Menampilkan profil Sekjen dan Sekjen Periode Sebelumnya

-Menampilkan profil Panitera dan Panitera Period Sebelumnya

-Menampilkan LHKPN di masing-masing pejabat

PASS

Tugas Pokok &

Fungsi
Menampilkan konten tugas pokok dan fungsi PASS

Sumpah & Janji

Hakim
Menampilkan konten Sumpah dan Janji Hakim PASS

Emblem,

Hymne &Mars
Menampilkan konten Emblem, Hymne &Mars PASS

Lokasi
Menampilkan konten Lokasi dengan tombol yangmengarah ke

GoogleMap
PASS

Profil Dewan

Etik
Menampilkan seluruh profil dewan etik PASS

Peraturan

Dewan Etik
Menampilkan tabel peraturan dewan etik PASS
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Keputusan

Dewan Etik

-Menampilkan tabel keputusan dewan etik

- No dan Tentang dapat di klik
PASS

ProfilMKMK Menampilkan seluruh profilMKMK PASS

Peraturan

MKMK

Menampilkan tabel peraturanMKMKdengan pencarian

File pendukung dapat di klik
PASS

Pelaporan

MKMK

Menampilkan tabel pelaporanMKMKdengan pagination dan

pencarian, serta Dokumen yang dapat di buka
PASS

Jadwal Sidang

MKMK

Menampilkan tabel jadwal sidangMKMKdengan pagination

dan pencarian
PASS

Risalah Sidang

MKMK

Menampilkan tabel risalah sidangMKMKdengan pagination

dan pencarian, serta Risalah Sidang dan Risalah Audio yang

dapat dibuka

PASS

Keputusan

MKMK

Menampilkan tabel keputusanMKMKdengan pagination dan

pencarian, dengan nomor keterangan dan putusan yang dapat

dibuka

PASS

Administra

si Umum

Rencana

Strategis

Menampilkan tabel rencana strategis dengan pagination dan

pencarian, serta file pendukung yang dapat dibuka
PASS

Grafik

Informasi

Anggaran

-Menampilkan grafik informasi anggaran tahunan (pagu dan

penyerapan), dan juga setiap tahunnya dari 5 tahun kebelakang
PASS

Informasi

Anggaran

-Menampilkan tabel informasi anggaran dengan pagination

- Setiap kolom terdapat file yang bisa di unduh, juga

menampilkan statistik di unduh

PASS

LAKIP
-Menampilkan LAKIP dengan pencarian dan pagination

- File pendukung dapat di unduh
PASS

Laporan

Keuangan

-Menampilkan tabel laporan keuangan dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan keuangan dapat di unduh
PASS

Daftar

Inventaris

Barang

-Menampilkan tabel daftar inventaris barang dengan pencarian

dan pagination
PASS

Daftar PNBP

-Menampilkan tabel laporan penerimaan negara bukan pajak

dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh

PASS

Pelayanan

Publik

-Menampilkan tabel pelayanan publik dengan pagination

- Judul dapat di klik dan laporan dapat di unduh
PASS

PPID

-Menampilkan konten PPID

- Terdapat tombol Permohonan Informasi, Pengajuan

Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik yang dapat

di unduh

PASS
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- Terdapat tabel Profil, Regulasi dan Laporan, yang

masing-masing file nya dapat di unduh

Formulir

Permohonan

Informasi

- Terdapat form nama, alamat, no hp, email dan nomor identitas,

juga upload file identitias, rincian informasi yang dibutuhkan,

tujuan penggunaan informasi, caramemperoleh informasi dan

caramendapatkan salinan informasi

- Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit

PASS

Formulir

Pengajuan

Keberatan

Informasi

- Terdapat tombol untuk cek nomor permohonan informasi

- Ketika di klik, informasi akan otamatis terisi pada form

- User dapat mengubah data pada bagian kecuali (nama, alamat,

no hp, email, nomor identitas)

- Terdapat pesan sukses jika form berhasil di submit

PASS

LHKPN
- Terdapat tabel & grafik LHKPN dari tahun ke tahun

- Grafik dapat di hover untukmenampilkan value
PASS

Statistik

Pegawai

-Menampilkan statistik pegawai dalam bentuk pie chart

- Setiap item dalam chart dapat di klik untukmelihat informasi

lebih detail dalam bentuk grafik

- Dalam statistik pegawai detail, dapat melihat grafikmenurut

jenis kelamin, pendidikan, usia, agama dan status nikah

PASS

Data Pegawai Mengarah kewebsite https://apps.mkri.id/datapegawai/ PASS

Kerjasama

-Menampilkan statistik jumlah kerjasama (nota kesepahaman,

tanda tangan digital, tanda tangan basah)

-Menampilkan tabel kerjasama (judul, tentang, tanggal,

diunduh) dengan pencarian dan pagination

PASS

Link
-Menampilkan tautan website lembaga negara danmahkamah

konstitusi
PASS

Siaran Pers &

Newsletter

-Menampilkan tabel siaran pers dengan pagination, dan judul

yang bisa di buka

-Menampilkan tabel news letter dengan pagination, dan judul

yang bisa di buka

PASS

Pengumuman

-Menampilkan tabel pengumuman dengan pagination dan judul

yang bisa di buka

- menampilkan tabelWTP sebanyak 14 kali

PASS

Informasi

Lelang

-Menampilkan informasi lelang dengan tab Pengumuman,

Pengumuan PL dan PengumumanGU disertai pagination dan

fitur pencarian

PASS

LPSE Mengarah kewebsite lpse.mkri.id PASS

Reformasi

Birokrasi

- Menampilkan halaman reformasi birokrasi, dengan tab

Laporan Pelaksanaan, LaporanQuickWins, Laporan Survey

Pelaksanaan, RoadMap dan GrandDesign

PASS
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- Setiap tab terdapat tabel dengan judul yang bisa di klik,

pagination dan fitur pencarian

Unit Kerja Unit Kerja
-Menampilkan tautan unit kerja

-Menampilkan aplikasi lainnya
PASS

Pengujian

UUD&

SKLN

Peraturan

-Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

-Menampilkan peraturan terkait pengujian undang-undang (UU

RI & PMK)

PASS

Permohonan

Diterima

Menampilkan tabel permohonan diterima dengan filter tahun

dan pagination, dengan file dan ap3 file yang dapat di buka
PASS

Form
Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah dan pemohon)
PASS

Alur Menampilkan konten alur perkara PUU PASS

Jadwal
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PUU
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

Pilkada

Serentak

Permohonan

Diterima

Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

Menampilkan Daftar Permohonan Perkara Pilkada dengan jenis

Gubernur, Bupati danWalikota

Menampilkan tabel untukmasing-masing jenis dengan fitur

pencarian, dan file-file yang bisa di unduh (AP3, Registrasi, File

lainnya)

PASS

Statistik Daftar

Permohonan

Menampilkan statistik Permohonan dan Perkara untuk

masing-masing jenis
PASS

Peraturan
Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter

tahun (UURI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)
PASS

Form dan Fakta
Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah dan pemohon) dengan filter tahun
PASS

Alur Perkara Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun PASS

Jadwal Sidang
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PHPKADA
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

PHPU&

Pilpres

Permohonan

Diterima

Menampilkan fitur searching yang akanmengarah ke

tracking.mkri.id

Menampilkan Daftar Permohonan Perkara PHPU dengan jenis

Perkara DPR/DPRD, Perkara DPD, Perkara Presiden/Wapres

PASS
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Menampilkan tabel untukmasing-masing jenis dengan filter

pencarian dan tahun, dan file-file yang bisa di unduh (AP3,

Registrasi, File lainnya)

Peraturan
Menampilkan peraturan terkait pilkada serentak dengan filter

tahun (UURI, PMK, PKPU, KKPU, Peraturan Bawaslu)
PASS

Form dan Fakta

Menampilkan tabel form dan akta penanganan perkara

(mahkamah, pemohon, termohon, pihak terkait dan bawaslu,

serta pemilihan umum legislatif DPD) dengan filter tahun untuk

masing-masing jenis

PASS

Alur Perkara Menampilkan konten alur perkara PUU dengan filter tahun PASS

Jadwal Sidang
Menampilkan konten jadwal sidang dengan filter tahun dan

pagination, jenis: PHPU
PASS

Streaming
Menampilkan konten live streaming sidang seperti dalam

halaman VideoMKRI
PASS

Fitur

Aksesibiliti

as

Fitur

Aksesibilitias
Fitur aksesibilitas mode suara, perbesar dan perkecil teks. PASS

Navigasi

Navigasi Utama Menampilkanmenu navigasi utama sesuai desain PASS

Navigasi Level 2

dan Level 3

Menampilkan navigasi level 2 dan level 3 sesuai denganmenu

utama yang dipilih
PASS
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Penutupan &Garansi

Proyek ini dinyatakan selesai dan diserahkan pada tanggal 5 April 2024, sesuai dengan timeline

yang telah ditetapkan.

Garansi untuk proyek ini berlaku selama 6 bulan, dimulai dari tanggal penyelesaian proyek pada 5

April 2024, dan berakhir pada 5Oktober 2024. Garansi mencakup penyelesaianmasalah yang

terkait dengan kode di front-end yang dapat mengganggu fungsionalitas atau tampilan website.

Namun, garansi tidakmencakup pengembangan fitur baru yang tidak termasuk dalam lingkup

pengembangan proyek sebelumnya.

Jikamemiliki pertanyaan lebih lanjut ataumemerlukan bantuan selama periode garansi, dapat

menghubungi LuthfiHariz sebagai ProjectManager, melalui nomor handphone +6285697586581

atau email di luthfihariz@gmail.com.
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Laporan Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Perkara 
 

 

 
1. Fitur Jadwal Sidang  
Fitur Jadwal Sidang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024, adapun beberapa 

penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
a. Jenis sidang sudah disesuaikan dengan perkara PHPU 
b. Tanggal Ketetapan sudah otomatis tercatat jika sebelumnya sudah diinput 
c. Tanggal sidang menampilkan tanggal sekarang 
d. Penambahan fitur tempat sidang atau ruang sidang dengan menu dropdown agar 

pencatatan informasi terkait ruang sidang seragam. 
e. Edit jadwal sidang sudah disesuaikan dengan penambahan-penambahan dan pernyesuaian 

fitur diatas 
f. Adanya fitur pending  untuk penjadwalan sidang 
g. Adanya fitur keterangan ketika jadwal sidang berubah dan notif WA ke petugas persidangan 
 

 
Gambar 1 input jadwal sidang 

 

 
Gambar 2 list jadwal sidang per perkara 



 

 

 
Gambar 3 Edit jadwal sidang 

 
2. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Persidangan 
Layout Sidang Gugus Tugas Persidangan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 

2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
a. List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan 

panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat 
beberapa perkara 

b. Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024 
c. Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan 

untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang 
sebenarnya 

d. Ploting untuk masing-masing pihak sudah dibedakan dengan warna dan sudah terintegrasi 
dengan gambar layout sehingga memudahkan untuk membaca layout sidang 



 

 

 
Gambar 4 List jadwal sidang untuk Layout dipersidangan 

 

 
Gambar 5 layout ruang sidang  

 



 

 

 
Gambar 6  Ploting kuota bangku sidang 

 

3. Fitur Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan 
Layout Sidang Gugus Tugas Kejurupanggilan sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara 

PHPU 2024, adapun beberapa penyesuaian dan penyempurnaan sebagai berikut: 
e. List Jadwal Sidang pada fitur Layout sidang sudah disesuaikan dan dikelompokkan dengan 

panel dan jadwal yang sama, sehingga memungkinkan dalam satu ruang sidang terdapat 
beberapa perkara dan ada status apakah layout sidang sudah diploting atau belum. 

f. Untuk gambar layout sudah disesuaikan dengan kebutuhan perkara PHPU 2024 
g. Adanya fitur untuk tambah bangku dan pengurangan bangku, jadi aplikasi memungkinkan 

untuk mengikuti perubahan layout sidang sesuai dengan yang ada di ruang sidang 
sebenarnya 

h. Penambahan fitur checkin Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan scan barcode 
i. Adanya fitur untuk menyesuaikan para pihak yang hadir 
j. Adanya fitur mencetak daftar para pihak 
 

 
Gambar 7 Checkin Kehadiran Sidang 

 



 

 

 
Gambar 8  List jadwal sidang kejurupanggilan 

 

 

 
Gambar 9  Edit keadiran para pihak 

 

 

 

 
4. Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak 
Fitur Konfirmasi Kehadiran Para Pihak adalah fitur baru untuk memudahkan para pihak untuk 

melakukan konfirmasi kehadiran sidang yang sudah terintegrasi dengan fitur panggilan 
persidangan dan checklist persidangan dan kejurupanggilan, adapun manfaat fitur ini 
adalah: 

a. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan panggilan persidangan dengan mengirimkan 
link untuk melakukan konfirmasi siapa saja yang akan hadir dalam ruang sidang. Fitur ini juga 
sudah terintegrasi dengan ploting layout sidang, sehingga para pihak hanya bisa mengisi 
bangku yang telah di berikan oleh bagian persidangan 



 

 

b. Terintegrasinya konfirmasi kehadiran dengan aplikasi checklist persidangan yang mana 
checklist persidangan akan terkoneksi dengan data konfirmasi kehadiran. 

c. Terintegrasinya konfirmasi kehdiran kedalam fitur kejurupanggilan, sehingga 
kejurupanggilan bisa mengetahui siapa saja yang sudah konfirmasi untuk hadir didalam 
persidangan nantinya, dan sudah terintegrasi dengan fitur checkin pada saat para pihak 
hadir kedalam ruang sidang 

d. Para pihak setelah melaukan konfirmasi kehadiran maka akan menerima WA yang berisi 
informasi sidang, bangku sidang, QRCode untuk kehadiran 

 
Gambar 10  Konfirmasi kehadiran 

 

 
Gambar 11 Form Konfirmasi Kehadiran Sesuai dengan kuota bangku sidang 

 



 

 

 
Gambar 12 Cetak Konfirmasi Kehadiran dan WA Qrcode bangku sidang untuk kehadiran 

 

5. Fitur Amicus Curiae 
Fitur Amicus Curiae pada website MK, mengupload Amicus Curiae agar masyarakat dapat 
mengakses 

 



 

 

 
6. Fitur Link Zoom Pada Konfirmasi Kehadiran Para Pihak 

Dikarenakan kebutuhan untuk mengakomodir para pihak hadir sidang melalui online, maka 
diperlukan informasi terkait link zoom untuk para pihak. 

 
 

7. Fitur Ploting Otomatis Zona Z (Zoom/Online) 
Untuk Memudahkan Gugus Tugas Persidangan dalam memploting bangku sidang maka 
diperlukan fitur cepat agar memploting zona zoom/online sesuai dengan perkara yang sudah 
terdaftar dan mendapatkan 1 kursi bangku online. 

 
 

8. Fitur Cetak Kehadiran Para Pihak Per Panel untuk Sidang Pleno (Putusan/Ketetapan) 
Untuk mengakomodir kebutuhan mencetak kehadiran para pihak berdasarkan Panel, maka 
diperlukan fitur khusus untuk mencetak kehadiran para pihak per panel pada sidang Pleno 
Putusan atau Ketetapan 
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